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BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 1036, 2021 KEMENPAN-RB. Pengelola. Ekosistem. Laut.
Pesisir. Jabatan Fungsional. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2021
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan
profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai
ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di
bidang pengelolaan ekosistem laut dan pesisir, serta untuk
meningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan
Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir;

b. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir
sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan
hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem

Laut dan Pesisir;
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Mengingat

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 647);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87
Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi  Birokrasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
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Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian PNS, dan pembinaan
manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi

Daerah.
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10.

11.

12.

13.

14.

Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah
nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan
kesekretariatan lembaga nonstruktural.

Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan
perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi
sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat
daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir
yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional PELP
adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas,
tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan
Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir.

Pejabat Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir
yang selanjutnya disingkat PELP adalah Pegawai Negeri
Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang
secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk
melaksanakan Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir.
Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir adalah suatu
pengoordinasian  perencanaan, pemanfaatan, dan
pengendalian pemanfaatan ruang dan sumber daya di
wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil.

Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang
menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk
alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan
ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas
dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan dan hukum internasional.

Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem
darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat
dan laut.

Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan yang
mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan
ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan
dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau
sama dengan 2.000 km? (dua ribu kilometer persegi)

beserta kesatuan ekosistemnya.
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Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-
tumbuhan, hewan, organisme dan nonorganisme lain
serta  proses yang menghubungkannya  dalam
membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas
masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan
masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir
dan pulau kecil.

Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP
adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh
seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.

Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan
dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang
harus dicapai oleh PELP dalam rangka pembinaan karier
yang bersangkutan.

Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka
Kredit minimal yang harus dicapai oleh PELP sebagai
salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK
adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka
Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat
dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional PELP.

Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional PELP yang
selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk
dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan
bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan
tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian
kinerja PELP dalam bentuk Angka Kredit.

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional PELP yang
selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi
pengetahuan, keterampilan dan  perilaku, yang
diperlukan PELP dalam melaksanakan tugas jabatan.

Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian
terhadap kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan
kompetensi  sosial kultural dari PELP dalam

melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
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24.

25.

26.

27.

28.

(3)

Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus
dicapai oleh PELP sebagai prasyarat menduduki setiap
jenjang Jabatan Fungsional PELP.

Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang
harus dicapai minimal oleh PELP sebagai prasyarat
pencapaian Hasil Kerja.

Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok
pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang
disusun oleh PELP baik perorangan atau kelompok di
bidang Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional PELP yang
selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara

dan reformasi birokrasi.

BAB II
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN
KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

PELP berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional
di bidang Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir pada
Instansi Pemerintah.

PELP  sebagaimana dimaksud pada  ayat (1)
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara
langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat
pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau
pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional PELP.

Kedudukan PELP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis
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tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis
beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional PELP merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional PELP termasuk dalam klasifikasi/rumpun

ilmu hayat.

BAB III
KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5
Jabatan  Fungsional @ PELP merupakan Jabatan
Fungsional kategori keahlian.
Jenjang Jabatan Fungsional PELP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. PELP Ahli Pertama;
b. PELP Ahli Muda;
c. PELP Ahli Madya; dan
d. PELP Ahli Utama.
Jenjang pangkat Jabatan Fungsional PELP sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III
sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN,
URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional PELP yaitu untuk melaksanakan

pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau
kecil.

(1)

Bagian Kedua

Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 7
Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional PELP yang
dapat dinilai Angka Kreditnya yaitu Pengelolaan
Ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil.
Sub unsur dari unsur utama Pengelolaan Ekosistem Laut
dan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:
a. perencanaan ruang dan pemanfaatan sumber daya
di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil;
b. pemanfaatan ruang dan sumber daya di wilayah
laut, pesisir, dan pulau kecil; dan
c. pengendalian pemanfaatan ruang dan sumber daya

di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan sesuai dengan Jenjang Jabatan

Pasal 8
Uraian kegiatan Jabatan Fungsional PELP sesuai dengan
jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan
sebagai berikut:

a. PELP Ahli Pertama, meliputi:
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mengidentifikasi materi penyusunan rencana
kerja tahunan pengelolaan ekosistem di wilayah
laut, pesisir, dan pulau kecil,

mengidentifikasi materi penyusunan detail
rencana  pelaksanaan  kerja  pengelolaan
ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau
kecil;

mengidentifikasi kebutuhan jenis sarana dan
prasarana untuk pengelolaan ruang dan
sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau
kecil;

mengumpulkan data dan informasi geospasial
dasar untuk pengelolaan ekosistem di wilayah
laut, pesisir, dan pulau kecil,

mengumpulkan data dan informasi geospasial
tematik untuk pengelolaan ekosistem di wilayah
laut, pesisir, dan pulau kecil,

mengumpulkan data sekunder spasial dan
nonspasial untuk pengelolaan ekosistem di
wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil;
mengumpulkan data potensi pemanfaatan
sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau
kecil;

mengidentifikasi materi penyusunan rencana
pengelolaan di wilayah laut, pesisir dan pulau
kecil dalam jangka menengah tingkat lokal,
nasional, regional, dan global,

mengidentifikasi materi penyusunan
pemanfaatan ruang dan sumber daya di wilayah
laut, pesisir, dan pulau kecil;

mengumpulkan data daya dukung dan daya
tampung kawasan dan/atau ekosistem di
wilayah laut pesisir, dan pulau kecil untuk
kegiatan usaha, pemanfaatan ruang, dan/atau
sumber daya;

mengumpulkan data dampak pengelolaan dan

pemanfaatan sumber daya di wilayah laut,
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
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pesisir, dan pulau kecil dan upaya
pengelolaannya;

mengumpulkan data kewilayahan untuk
perencanaan tata ruang di wilayah laut, pesisir,
dan pulau kecil dan upaya pengelolaannya;
mengidentifikasi data kesesuaian dan
kelayakan kawasan konservasi perairan;
mengidentifikasi data kesesuaian perlindungan,
pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman
hayati laut pada tingkat spesies dan genetik
jenis ikan;

mengumpulkan data usulan pemanfaatan
ruang dan sumber daya di wilayah laut, pesisir
dan pulau kecil untuk pemerintah, masyarakat
dan pelaku usaha;

mengidentifikasi data untuk permodelan
pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir,
dan pulau kecil;

mengidentifikasi materi penyusunan profil
sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau
kecil,

mengidentifikasi materi penyusunan rencana
tata ruang laut;

mengidentifikasi materi integrasi rencana tata
ruang darat dan laut;

mengidentifikasi materi penyusunan peta jalan
(road map) dan cetak biru (blue print) untuk
pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir
dan pulau kecil;

mengidentifikasi data penyusunan rancangan
pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut,
lahan, atau benda muatan asal kapal
tenggelam;

mengidentifikasi data pembangunan di wilayah
laut, pesisir, dan pulau kecil dengan negara
dan/atau lembaga internasional yang bersifat

bilateral atau multilateral,
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mengidentifikasi data pemanfaatan konservasi
keanekaragaman hayati laut laut;
mengidentifikasi data pemanfaatan kawasan
konservasi perairan;

mengidentifikasi data  perlindungan dan
pelestarian keanekaragaman hayati laut dan
kawasan konservasi perairan;

mengidentifikasi data pengelolaan sarana dan
prasarana konservasi keanekaragaman hayati
laut dan kawasan konservasi perairan;
mengidentifikasi materi edukasi, diseminasi dan
penyadartahuan ekosistem di wilayah laut,
pesisir dan pulau kecil,;

mengidentifikasi dan mengumpulkan data fisik
untuk valuasi ekonomi dan/atau neraca
sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau
kecil,

mengumpulkan materi penyusunan kriteria
teknis pengelolaan ruang dan sumber daya di
wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil;
mengidentifikasi materi penetapan tingkat
risiko usaha di wilayah laut, pesisir, dan pulau
kecil;

mengidentifikasi dan memvalidasi data
kebijakan konservasi keanekaragaman hayati
laut;

mengumpulkan dan mengolah data dan
informasi untuk penyiapan materi teknis atau
substansi teknis pengelolaan ekosistem di
wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil;
mengidentifikasi dan mengumpulkan materi
pendampingan  pengelolaan  ekosistem  di
wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil;
mengidentifikasi data efektivitas pengelolaan
kawasan konservasi perairan;

mengidentifikasi data efektivitas konservasi

spesies dan genetik jenis ikan;
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36.

37.
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mengidentifikasi data pengelolaan sumber daya
di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil; dan
mengidentifikasi data pengembangan kerjasama

konservasi keanekaragaman hayati laut;

PELP Ahli Muda, meliputi:

1.

10.

menganalisis hasil identifikasi materi
penyusunan rencana kerja tahunan
pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir,
dan pulau kecil;

menganalisis hasil identifikasi materi
penyusunan detail pelaksanaan kerja
pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir,
dan pulau kecil;

menyusun instrumen survei untuk
pengumpulan data pengelolaan ruang dan
sumber daya di wilayah laut, pesisir dan pulau
kecil,

menyusun basis data pengelolaan ekosistem di
wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil
menganalisis data potensi pemanfaatan sumber
daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil;
mengolah data spasial dan nonspasial
pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir
dan pulau kecil;

melakukan overlay peta pemanfaatan ruang
laut;

menganalisis peta spasial dan citra satelit
untuk pengelolaan ruang dan sumber daya di di
wilayah laut, pesisir dan pulau kecil,;
menganalisis secara spasial dan tekstual materi
penyusunan rencana pengelolaan ekosistem di
wilayah laut, pesisir dan pulau kecil dalam
jangka menengah tingkat lokal, nasional,
regional, dan global;

menganalisis secara spasial dan tekstual
kegiatan pemanfaatan ruang dan sumber daya

di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil;
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menganalisis data daya dukung dan daya
tampung kawasan dan/atau ekosistem di
wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil untuk
kegiatan usaha, pemanfaatan ruang, dan/atau
sumber daya;

menganalisis data dampak pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya di wilayah laut,
pesisir, dan pulau kecil dan upaya
pengelolaannya,;

menganalisis data kewilayahan untuk
perencanaan tata ruang di wilayah laut, pesisir,
dan pulau kecil dan upaya pengelolaannya;
menganalisis data kesesuaian dan kelayakan
kawasan konservasi perairan;

menganalisis data kesesuaian perlindungan,
pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman
hayati laut pada tingkat spesies dan genetik
jenis ikan;

mengolah dan menganalisis data usulan
pemanfaatan ruang dan sumber daya di wilayah
laut, pesisir dan pulau kecil untuk pemerintah,
masyarakat, dan pelaku usaha;

membuat model pengelolaan ekosistem di
wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil;
menganalisis hasil identifikasi materi
penyusunan profil sumber daya di wilayah laut,
pesisir, dan pulau kecil;

melakukan fasilitasi pemanfaatan pulau kecil
dan terluar;

melakukan fasilitasi persetujuan kesesuaian
kegiatan pemanfaatan ruang laut masyarakat
lokal dan tradisional;

menganalisis data penyusunan rencana tata
ruang laut;

menganalisis data integrasi rencana tata ruang

darat dan laut;
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menganalisis hasil identifikasi materi
penyusunan peta jalan (road map) dan cetak
biru (blue print) untuk pengelolaan ekosistem di
wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil;
menganalisis data penyusunan rancangan
pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut,
lahan, atau benda muatan asal kapal
tenggelam;

menganalisis data pembangunan di wilayah
laut, pesisir, dan pulau kecil dengan negara
dan/atau lembaga internasional yang bersifat
bilateral atau multilateral,

menganalisis data pemanfaatan konservasi
keanekaragaman hayati laut;

menganalisis data pemanfaatan kawasan
konservasi perairan,;

menganalisis data perlindungan dan pelestarian
keanekaragaman hayati laut dan kawasan
konservasi perairan,;

menganalisis data pengelolaan sarana dan
prasarana konservasi keanekaragaman hayati
laut dan kawasan konservasi perairan,;
menganalisis materi edukasi, diseminasi, dan
penyadartahuan ekosistem di wilayah laut,
pesisir dan pulau kecil;

melakukan penghitungan nilai ekonomi dan
neraca sumber daya di wilayah laut, pesisir,
dan pulau kecil;

menganalisis materi penyusunan kriteria teknis
pengelolaan ruang dan sumber daya di wilayah
laut, pesisir, dan pulau kecil;

melakukan penilaian tingkat bahaya dan
potensi terjadinya risiko usaha di wilayah laut,
pesisir, dan pulau kecil;

menganalisis data dan informasi kebijakan

konservasi keanekaragaman hayati laut;
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39.

40.
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menganalisis data dan informasi materi teknis
pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir,
dan pulau kecil;

menyusun materi pendampingan pengelolaan
ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau
kecil;

menganalisis data efektivitas pengelolaan
kawasan konservasi perairan;

menganalisis data efektivitas konservasi spesies
dan genetik jenis ikan;

menganalisis data pengelolaan sumber daya di
wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil; dan
menganalisis data pengembangan kerjasama

konservasi keanekaragaman hayati laut;

PELP Ahli Madya, meliputi:

1.

mengevaluasi hasil analisis materi penyusunan
rencana kerja tahunan pengelolaan ekosistem
di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil;
mengevaluasi dan menelaah hasil analisis
materi penyusunan detail rencana pelaksanaan
kerja pengelolaan ekosistem di wilayah laut,
pesisir, dan pulau kecil;

mengevaluasi hasil analisis data potensi sumber
daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil;
mengevaluasi dan menelaah materi
penyusunan—rencana pengelolaan di wilayah
laut, pesisir dan pulau kecil dalam jangka
menengah tingkat lokal, nasional, regional, dan
global;

menganalisis perencanaan ruang laut;
mengevaluasi dan menelaah hasil analisis
pemanfaatan ruang dan sumber daya di wilayah
laut, pesisir, dan pulau kecil;

menganalisis pemanfaatan pulau kecil dan
terluar;

menganalisis alternatif skema pembiayaan

berkelanjutan untuk konservasi/pengelolaan
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sumber daya di wilayah laut, pesisir dan, pulau
kecil;

mengevaluasi hasil analisis data daya dukung
dan daya tampung kawasan dan/atau
ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau
kecil untuk kegiatan usaha, pemanfaatan
ruang, dan/atau sumber daya;

menganalisis tingkat kerusakan ekosistem di
wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil, dan
kebutuhan rehabilitasi/restorasi serta
pengendalian pencemaran;

mengevaluasi hasil analisis data dampak
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya di
wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil dan upaya
pengelolaannya;

mengevaluasi hasil analisis kewilayahan untuk
rencana tata ruang di wilayah laut, pesisir, dan
pulau kecil dan upaya pengelolaannya;
mengevaluasi dan menelaah hasil analisis data
kesesuaian dan kelayakan kawasan konservasi
perairan;

mengevaluasi dan menelaah hasil analisis
kesesuaian perlindungan, pelestarian, dan
pemanfaatan keanekaragaman hayati laut pada
tingkat spesies dan genetik jenis ikan;
melakukan penilaian obyek dan aktivitas usaha
di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil yang
bernilai strategis nasional,

merumuskan persetujuan dan validasi usulan
pemanfaatan ruang dan sumber daya di wilayah
laut, pesisir, dan pulau kecil untuk pemerintah,
masyarakat dan pelaku usaha;

mengevaluasi pemodelan pengelolaan ekosistem
di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil;
mengevaluasi dan menelaah hasil analisis
materi penyusunan profil sumber daya di

wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil;
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mengevaluasi dan menelaah hasil analisis data
penyusunan rencana tata ruang laut;
mengevaluasi hasil analisis integrasi rencana
tata ruang darat dan laut;

mengevaluasi hasil analisis materi penyusunan
peta jalan (road map) dan cetak biru (blue print)
untuk pengelolaan ekosistem di wilayah laut,
pesisir dan pulau kecil,;

mengevaluasi dan menelaah hasil analisis
penyusunan rancangan pengelolaan bangunan
laut dan instalasi laut, lahan, atau benda
muatan asal kapal tenggelam;

mengevaluasi dan menelaah hasil analisis data
pembangunan di wilayah laut, pesisir, dan
pulau kecil dengan negara dan/atau lembaga
internasional yang Dbersifat bilateral atau
multilateral;

mengevaluasi dan menelaah hasil analisis
pemanfaatan konservasi keanekaragaman
hayati laut;

mengevaluasi dan menelaah hasil analisis data
pemanfaatan kawasan konservasi perairan;
mengevaluasi dan menelaah hasil analisis data
perlindungan dan pelestarian keanekaragaman
hayati laut dan kawasan konservasi perairan;
mengevaluasi dan menelaah hasil analisis
pengelolaan sarana dan prasarana konservasi
keanekaragaman hayati laut dan kawasan
konservasi perairan,;

menyusun materi edukasi, diseminasi, dan
penyadartahuan ekosistem di wilayah laut,
pesisir dan pulau kecil,;

menyusun kajian teknis pencemaran ekosistem
di wilayah laut, pesisir dan pulau kecil,;
menyusun kajian teknis mitigasi bencana di

wilayah laut, pesisir dan pulau kecil;
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menyusun kajian teknis perubahan iklim di
wilayah laut, pesisir dan pulau kecil,

menyusun kajian teknis restorasi di wilayah
laut, pesisir dan pulau kecil;

menyusun kajian teknis rehabilitasi ekosistem
di wilayah laut, pesisir dan pulau kecil;
menganalisis  valuasi  penghitungan nilai
ekonomi dan neraca sumber daya di wilayah
laut, pesisir, dan pulau kecil,

mengevaluasi hasil analisis materi penyusunan
kriteria teknis pengelolaan ruang dan sumber
daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil,;
mengevaluasi hasil penilaian tingkat bahaya
dan potensi terjadinya risiko usaha di wilayah
laut, pesisir, dan pulau kecil,

mengevaluasi dan menelaah hasil analisis
kebijakan konservasi keanekaragaman hayati
laut;

merumuskan hasil pembahasan dan telaahan
materi teknis pengelolaan ekosistem di wilayah
laut, pesisir, dan pulau kecil,

mengevaluasi pendampingan pengelolaan
ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau
kecil;

mengevaluasi dan menelaah hasil analisis
efektivitas pengelolaan kawasan konservasi
perairan;

mengevaluasi dan menelaah hasil analisis
efektivitas konservasi spesies dan genetik jenis
ikan;

mengevaluasi dan menelaah hasil analisis
pengelolaan sumber daya di wilayah laut,
pesisir, dan pulau kecil; dan

mengevaluasi dan menelaah hasil analisis
pengembangan kerjasama konservasi

keanekaragaman hayati laut; dan
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PELP Ahli Utama, meliputi:

1.

10.

menyusun rencana kerja tahunan pengelolaan
ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau
kecil;

menyusun detail rencana pelaksanaan kerja
pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir,
dan pulau kecil;

menyusun peta potensi sumber daya di wilayah
laut, pesisir, dan pulau kecil,

merumuskan tindak lanjut sinergi dan
pemaduserasian untuk keterpaduan hasil
evaluasi rencana pengelolaan di wilayah laut,
pesisir, dan pulau kecil dalam jangka menengah
tingkat lokal, nasional, regional, dan global;
merumuskan tindak lanjut sinergi dan
pemaduserasian hasil evaluasi pemanfaatan
ruang dan sumber daya di wilayah laut, pesisir,
dan pulau kecil;

merumuskan daya dukung dan daya tampung
kawasan dan/atau ekosistem di wilayah laut,
pesisir, dan pulau kecil untuk kegiatan usaha,
pemanfaatan ruang, dan/atau sumber daya;
merumuskan dampak pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya di wilayah laut,
pesisir, dan pulau kecil dan upaya
pengelolaannya;

merumuskan karakteristik  dan tipologi
kewilayahan untuk rencana tata ruang di
wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil dan upaya
pengelolaannya;

merumuskan tindak lanjut atau rekomendasi
kesesuaian dan kelayakan kawasan konservasi
perairan;

merumuskan tindak lanjut atau rekomendasi
kesesuaian  perlindungan keanekaragaman
hayati laut pada tingkat spesies dan genetik

jenis ikan;
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menyusun profil sumber daya di wilayah laut,
pesisir dan pulau kecil;

menyusun rencana tata ruang laut;

melakukan integrasi rencana tata ruang darat
dan laut;

menyusun peta jalan (road map) dan cetak biru
(blue print) untuk pengelolaan ekosistem di
wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil;
menyusun rancangan pengelolaan bangunan
laut dan instalasi laut, lahan, atau benda
muatan asal kapal tenggelam;

merumuskan tindak lanjut evaluasi
pembangunan di wilayah laut, pesisir, dan
pulau kecil dengan negara dan/atau lembaga
internasional yang Dbersifat bilateral atau
multilateral;

mengedukasi, diseminasi, dan penyadartahuan
ekosistem di wilayah laut, pesisir dan pulau
kecil,

merumuskan nilai ekonomi dan neraca sumber
daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil;
menyusun kriteria teknis untuk pengelolaan
ruang dan sumber daya di wilayah laut, pesisir,
dan pulau kecil;

menyusun rekomendasi persetujuan
perencanaan ruang dan sumber daya di wilayah
laut, pesisir, dan pulau kecil;

menyusun rekomendasi teknis pengelolaan
kawasan  pesisir dan  perairan  untuk
pengembangan ekonomi;

menyusun rekomendasi teknis pemanfaatan
sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau
kecil;

menyusun rekomendasi teknis pengelolaan
benda muatan kapal tenggelam (BMKT) untuk

insitu;
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menyusun rekomendasi teknis penempatan
atau pendirian bangunan dan instalasi laut
untuk fungsi perbaikan dan perlindungan
pesisir dan ekosistem di wilayah laut, pesisir
dan pulau kecil;

menyusun rekomendasi teknis pemanfaatan
lahan untuk rehabilitasi dan/atau
perlindungan ekosistem atau sumber daya di
wilayah laut, pesisir dan pulau kecil;

menyusun rekomendasi teknis pengelolaan
kawasan konservasi perairan;

menyusun rekomendasi teknis pengelolaan
keanekaragaman hayati laut;

menyusun rekomendasi teknis pendayagunaan
pesisir dan pulau kecil;

menyusun rekomendasi teknis mitigasi bencana
di wilayah laut, pesisir dan pulau kecil,;
menyusun  rekomendasi teknis  adaptasi
perubahan iklim di wilayah laut, pesisir dan
pulau kecil,

menyusun rekomendasi teknis rehabilitasi
ekosistem dan pengendalian pencemaran di
wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil;
menyusun rekomendasi teknis untuk
pengembangan infrastruktur dan sarana
prasarana di wilayah laut, pesisir, dan pulau
kecil;

menyusun rekomendasi izin pemanfaatan ruang
dan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan
pulau kecil untuk pemerintah, masyarakat, dan
pelaku usaha;

merumuskan rekomendasi penetapan tingkat
risiko dan peringkat skala usaha, serta jenis
izin berusaha di wilayah laut, pesisir dan pulau

kecil,
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35. merumuskan tindak lanjut atau rekomendasi
kebijakan konservasi keanekaragaman hayati
laut;

36. merumuskan kajian strategis dan rekomendasi,
serta evaluasi dan penyajian materi teknis
pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir,
dan pulau kecil;

37. menyusun rekomendasi atau tindak lanjut
pendampingan  pengelolaan  ekosistem  di
wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil;

38. merumuskan rekomendasi atau tindak lanjut
efektivitas pengelolaan kawasan konservasi
perairan;

39. merumuskan rekomendasi atau tindak lanjut
efektivitas konservasi spesies dan genetik jenis
ikan;

40. merumuskan rekomendasi atau tindak lanjut
pengelolaan sumber daya di wilayah laut,
pesisir, dan pulau kecil; dan

41. mereviu rencana tata ruang laut, rencana
pengelolaan kawasan konservasi perairan dan
rencana konservasi keanekaragaman hayati
laut.

PELP yang melaksanakan tugas jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian uraian kegiatan
masing-masing jenjang Jabatan Fungsional PELP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

peraturan Instansi Pembina.
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Bagian Keempat

Hasil Kerja

Pasal 9

Hasil Kerja Jabatan Fungsional PELP sesuai dengan jenjang

jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebagai

berikut:

a. PELP Ahli Pertama, meliputi:

1.

10.

laporan hasil identifikasi materi penyusunan
rencana kerja tahunan pengelolaan ekosistem di
wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil;

laporan hasil identifikasi materi penyusunan detail
rencana pelaksanaan kerja pengelolaan ekosistem di
wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil;

data kebutuhan jenis sarana dan prasarana untuk
pengelolaan ruang dan sumber daya di wilayah laut,
pesisir, dan pulau kecil,

data dan informasi geospasial dasar untuk
pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan
pulau kecil,

data dan informasi geospasial tematik untuk
pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan
pulau kecil;

data sekunder spasial dan nonspasial untuk
pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan
pulau kecil;

data potensi pemanfaatan sumber daya di wilayah
laut, pesisir, dan pulau kecil;

laporan hasil identifikasi materi penyusunan
rencana pengelolaan di wilayah laut, pesisir dan
pulau kecil dalam jangka menengah tingkat lokal,
nasional, regional, dan global,

laporan hasil identifikasi materi pemanfaatan ruang
dan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau
kecil,

data daya dukung dan daya tampung kawasan

dan/atau ekosistem di wilayah laut pesisir, dan
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pulau kecil untuk kegiatan usaha, pemanfaatan
ruang, dan/atau sumber daya,;

data dampak pengelolaan dan pemanfaatan sumber
daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil dan
upaya pengelolaannya;

data kewilayahan untuk perencanaan tata ruang di
wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil dan upaya
pengelolaannya;

data kesesuaian dan kelayakan kawasan konservasi
perairan;

data kesesuaian perlindungan, pelestarian, dan
pemanfaatan keanekaragaman hayati laut pada
tingkat spesies dan genetik jenis ikan;

data usulan pemanfaatan ruang dan sumber daya di
wilayah laut, pesisir dan pulau kecil untuk
pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha;

laporan hasil identifikasi data untuk permodelan
pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan
pulau kecil,

laporan hasil identifikasi materi penyusunan profil
sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau
kecil;

laporan hasil identifikasi materi penyusunan
rencana tata ruang laut;

laporan hasil identifikasi materi integrasi rencana
tata ruang darat dan laut;

laporan hasil identifikasi materi penyusunan peta
jalan (road map) dan cetak biru (blue print) untuk
pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir dan
pulau kecil;

laporan  hasil identifikasi data penyusunan
rancangan pengelolaan bangunan laut dan instalasi
laut, lahan, atau benda muatan asal kapal
tenggelam;

laporan hasil identifikasi data pembangunan di

wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil dengan negara
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dan/atau lembaga internasional yang bersifat
bilateral atau multilateral,

laporan hasil identifikasi data pemanfaatan
konservasi keanekaragaman hayati laut laut;

laporan hasil identifikasi data pemanfaatan kawasan
konservasi perairan;

laporan hasil identifikasi data perlindungan dan
pelestarian keanekaragaman hayati laut dan
kawasan konservasi perairan;

laporan hasil identifikasi data pengelolaan sarana
dan prasarana konservasi keanekaragaman hayati
laut dan kawasan konservasi perairan;

laporan hasil identifikasi materi edukasi, diseminasi
dan penyadartahuan ekosistem di wilayah laut,
pesisir dan pulau kecil;

data fisik untuk valuasi ekonomi dan/atau neraca
sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau
kecil;

dokumen materi penyusunan kriteria teknis
pengelolaan ruang dan sumber daya di wilayah laut,
pesisir, dan pulau kecil,

laporan hasil identifikasi materi penetapan tingkat
risiko usaha di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil;
laporan hasil identifikasi dan validasi data kebijakan
konservasi keanekaragaman hayati laut;

data dan informasi pengelolaan ekosistem di wilayah
laut, pesisir, dan pulau kecil;

laporan  pengumpulan materi pendampingan
pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan
pulau kecil;

laporan hasil identifikasi data efektivitas pengelolaan
kawasan konservasi perairan;

laporan hasil identifikasi data efektivitas konservasi
spesies dan genetik jenis ikan;

laporan hasil identifikasi data pengelolaan sumber

daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil; dan
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laporan hasil identifikasi data pengembangan

kerjasama konservasi keanekaragaman hayati laut;

PELP Ahli Muda, meliputi:

1.

10.

11.

dokumen  analisis hasil identifikasi materi
penyusunan rencana Kkerja tahunan pengelolaan
ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil;
dokumen  analisis hasil identifikasi materi
penyusunan detail rencana pelaksanaan kerja
pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan
pulau kecil,

instrumen survei untuk pengumpulan data
pengelolaan ruang dan sumber daya di wilayah laut,
pesisir dan pulau kecil;

basis data pengelolaan ekosistem di wilayah laut,
pesisir, dan pulau kecil;

dokumen analisis data potensi pemanfaatan sumber
daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil;

data dan informasi spasial dan nonspasial
pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir dan
pulau kecil,

peta analisis pemanfaatan ruang laut;

peta tematik untuk pengelolaan ruang dan sumber
daya di di wilayah laut, pesisir dan pulau kecil;
dokumen analisis spasial dan tekstual materi
penyusunan rencana pengelolaan ekosistem di
wilayah laut, pesisir dan pulau kecil dalam jangka
menengah tingkat lokal, nasional, regional, dan
global;

dokumen analisis spasial dan tekstual kegiatan
pemanfaatan ruang dan sumber daya di wilayah
laut, pesisir, dan pulau kecil;

dokumen analisis daya dukung dan daya tampung
kawasan dan/atau ekosistem di wilayah laut,
pesisir, dan pulau kecil untuk kegiatan usaha,

pemanfaatan ruang, dan/atau sumber daya;
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dokumen analisis dampak pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya di wilayah laut, pesisir,
dan pulau kecil dan upaya pengelolaannya;
dokumen analisis data kewilayahan untuk
perencanaan tata ruang di wilayah laut, pesisir, dan
pulau kecil dan upaya pengelolaannya;

dokumen analisis kesesuaian dan kelayakan
kawasan konservasi perairan;

dokumen  analisis kesesuaian  perlindungan,
pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman
hayati laut pada tingkat spesies dan genetik jenis
ikan;

dokumen analisis usulan pemanfaatan ruang dan
sumber daya di wilayah laut, pesisir dan pulau kecil
untuk pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha;
desain model pengelolaan ekosistem di wilayah laut,
pesisir, dan pulau kecil,

dokumen analisis materi penyusunan profil sumber
daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil;
laporan fasilitasi pemanfaatan pulau kecil dan
terluar;

laporan fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang laut masyarakat lokal dan
tradisional;

dokumen analisis data penyusunan rencana tata
ruang laut;

dokumen analisis data integrasi rencana tata ruang
darat dan laut;

dokumen analisis materi penyusunan peta jalan
(road map) dan cetak biru (blue print) untuk
pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan
pulau kecil;

dokumen analisis penyusunan rancangan
pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut, lahan,
atau benda muatan asal kapal tenggelam;

dokumen analisis pembangunan di wilayah laut,

pesisir, dan pulau kecil dengan negara dan/atau
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lembaga internasional yang bersifat bilateral atau
multilateral,

dokumen analisis pemanfaatan konservasi
keanekaragaman hayati laut;

dokumen analisis pemanfaatan kawasan konservasi
perairan;

dokumen analisis perlindungan dan pelestarian
keanekaragaman hayati laut dan kawasan
konservasi perairan;

dokumen analisis pengelolaan sarana dan prasarana
konservasi keanekaragaman hayati laut dan
kawasan konservasi perairan;

laporan hasil analisis materi edukasi, diseminasi,
dan penyadartahuan ekosistem di wilayah laut,
pesisir dan pulau kecil;

dokumen penghitungan nilai ekonomi dan neraca
sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau
kecil;

dokumen analisis materi penyusunan kriteria teknis
pengelolaan ruang dan sumber daya di wilayah laut,
pesisir, dan pulau kecil,

laporan hasil penilaian tingkat bahaya dan potensi
terjadinya risiko usaha di wilayah laut, pesisir, dan
pulau kecil;

dokumen analisis data dan informasi kebijakan
konservasi keanekaragaman hayati laut;

materi teknis pengelolaan ekosistem di wilayah laut,
pesisir, dan pulau kecil;

materi pendampingan pengelolaan ekosistem di
wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil;

dokumen analisis efektivitas pengelolaan kawasan
konservasi perairan,;

dokumen analisis efektivitas konservasi spesies dan
genetik jenis ikan;

dokumen analisis pengelolaan sumber daya di

wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil; dan
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dokumen analisis data pengembangan kerjasama

konservasi keanekaragaman hayati laut;

PELP Ahli Madya, meliputi:

1.

10.

11.

dokumen evaluasi hasil analisis materi penyusunan
rencana kerja tahunan pengelolaan ekosistem di
wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil;

dokumen evaluasi dan telaahan hasil analisis materi
penyusunan detail rencana pelaksanaan kerja
pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan
pulau kecil,

dokumen evaluasi hasil analisis potensi sumber
daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil,;
dokumen evaluasi dan telaahan materi penyusunan
rencana pengelolaan di wilayah laut, pesisir dan
pulau kecil dalam jangka menengah tingkat lokal,
nasional, regional, dan global,

dokumen analisis perencanaan ruang laut;

dokumen evaluasi pemanfaatan ruang dan sumber
daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil;

dokumen analisis pemanfaatan pulau kecil dan

terluar;
dokumen alternatif skema pembiayaan
berkelanjutan untuk konservasi/pengelolaan

sumber daya di wilayah laut, pesisir dan, pulau
kecil;

dokumen evaluasi daya dukung dan daya tampung
kawasan dan/atau ekosistem di wilayah laut,
pesisir, dan pulau kecil untuk kegiatan wusaha,
pemanfaatan ruang, dan/atau sumber daya;
dokumen analisis tingkat kerusakan ekosistem di
wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil, dan
kebutuhan rehabilitasi/restorasi serta pengendalian
pencemaran;

dokumen evaluasi dampak pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya di wilayah laut, pesisir,

dan pulau kecil dan upaya pengelolaannya;



2021, No. 1036

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

-30-

dokumen evaluasi hasil analisis kewilayahan untuk
rencana tata ruang di wilayah laut, pesisir, dan
pulau kecil dan upaya pengelolaannya;

dokumen evaluasi hasil analisis kesesuaian dan
kelayakan kawasan konservasi perairan;

dokumen evaluasi hasil analisis kesesuaian
perlindungan, pelestarian, dan  pemanfaatan
keanekaragaman hayati laut pada tingkat spesies
dan genetik jenis ikan;

dokumen penilaian obyek dan aktivitas usaha di
wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil yang bernilai
strategis nasional,

dokumen persetujuan usulan pemanfaatan ruang
dan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau
kecil untuk pemerintah, masyarakat dan pelaku
usaha;

dokumen pemodelan pengelolaan ekosistem di
wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil;

dokumen evaluasi materi penyusunan profil sumber
daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil;
dokumen evaluasi penyusunan rencana tata ruang
laut;

dokumen evaluasi integrasi rencana tata ruang darat
dan laut;

dokumen evaluasi materi penyusunan peta jalan
(road map) dan cetak biru (blue print) untuk
pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir dan
pulau kecil;

dokumen evaluasi penyusunan rancangan
pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut, lahan,
atau benda muatan asal kapal tenggelam;

dokumen evaluasi pembangunan di wilayah laut,
pesisir, dan pulau kecil dengan negara dan/atau
lembaga internasional yang bersifat bilateral atau
multilateral,;

dokumen evaluasi pemanfaatan konservasi

keanekaragaman hayati laut;
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dokumen evaluasi pemanfaatan kawasan konservasi
perairan;

dokumen evaluasi perlindungan dan pelestarian
keanekaragaman hayati laut dan kawasan
konservasi perairan;

dokumen evaluasi pengelolaan sarana dan
prasarana konservasi keanekaragaman hayati laut
dan kawasan konservasi perairan;

materi edukasi, diseminasi, dan penyadartahuan
ekosistem di wilayah laut, pesisir dan pulau kecil,;
dokumen kajian teknis pencemaran ekosistem di
wilayah laut, pesisir dan pulau kecil;

dokumen kajian teknis mitigasi bencana di wilayah
laut, pesisir dan pulau kecil;

dokumen kajian teknis perubahan iklim di wilayah
laut, pesisir dan pulau kecil;

dokumen kajian teknis restorasi di wilayah laut,
pesisir dan pulau kecil;

dokumen kajian teknis rehabilitasi ekosistem di
wilayah laut, pesisir dan pulau kecil,;

dokumen analisis valuasi penghitungan nilai
ekonomi dan neraca sumber daya di wilayah laut,
pesisir, dan pulau kecil;

dokumen evaluasi materi penyusunan kriteria teknis
pengelolaan ruang dan sumber daya di wilayah laut,
pesisir, dan pulau kecil;

dokumen evaluasi hasil penilaian tingkat bahaya
dan potensi terjadinya risiko usaha di wilayah laut,
pesisir, dan pulau kecil;

dokumen evaluasi kebijakan konservasi
keanekaragaman hayati laut;

dokumen rumusan dan telaahan materi teknis
pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan
pulau kecil;

dokumen evaluasi pendampingan pengelolaan

ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil;
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dokumen evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan
konservasi perairan;

dokumen evaluasi efektivitas konservasi spesies dan
genetik jenis ikan;

dokumen evaluasi pengelolaan sumber daya di
wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil; dan

dokumen evaluasi pengembangan  kerjasama

konservasi keanekaragaman hayati laut; dan

PELP Ahli Utama, meliputi:

1.

10.

dokumen rencana kerja tahunan pengelolaan
ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil;
dokumen detail rencana pelaksanaan kerja
pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan
pulau kecil,

peta potensi sumber daya di wilayah laut, pesisir,
dan pulau kecil;

dokumen rencana pengelolaan di wilayah laut,
pesisir, dan pulau kecil dalam jangka menengah
tingkat lokal, nasional, regional, dan global,
dokumen rencana pemanfaatan ruang dan sumber
daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil;
dokumen daya dukung dan daya tampung kawasan
dan/atau ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan
pulau kecil untuk kegiatan usaha, pemanfaatan
ruang, dan/atau sumber daya;

dokumen dampak pengelolaan dan pemanfaatan
sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil
dan upaya pengelolaannya;

dokumen kewilayahan untuk rencana tata ruang di
wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil dan upaya
pengelolaannya;

dokumen rekomendasi kesesuaian dan kelayakan
kawasan konservasi perairan;

dokumen rekomendasi kesesuaian perlindungan
keanekaragaman hayati laut pada tingkat spesies

dan genetik jenis ikan;
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buku profil sumber daya di wilayah laut, pesisir dan
pulau kecil;

dokumen rencana tata ruang laut;

dokumen integrasi rencana tata ruang darat dan
laut;

dokumen peta jalan (road map) dan cetak biru (blue
print) untuk pengelolaan ekosistem di wilayah laut,
pesisir, dan pulau kecil;

dokumen rancangan pengelolaan bangunan laut dan
instalasi laut, lahan, atau benda muatan asal kapal
tenggelam;

dokumen pembangunan di wilayah laut, pesisir, dan
pulau kecil dengan negara dan/atau lembaga
internasional = yang  bersifat  bilateral atau
multilateral;

dokumen tindak lanjut hasil edukasi, diseminasi,
dan penyadartahuan ekosistem di wilayah laut,
pesisir dan pulau kecil;

dokumen valuasi ekonomi dan neraca sumber daya
di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil;

dokumen kriteria teknis untuk pengelolaan ruang
dan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau
kecil;

dokumen rekomendasi teknis persetujuan
perencanaan ruang dan sumber daya di wilayah
laut, pesisir, dan pulau kecil;

dokumen rekomendasi teknis pengelolaan kawasan
pesisir dan perairan untuk pengembangan ekonomi;
dokumen rekomendasi teknis pemanfaatan sumber
daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil;
dokumen rekomendasi teknis pengelolaan benda
muatan kapal tenggelam (BMKT) untuk insitu;
dokumen rekomendasi teknis penempatan atau
pendirian bangunan dan instalasi laut untuk fungsi
perbaikan dan perlindungan pesisir dan ekosistem di

wilayah laut, pesisir dan pulau kecil;
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dokumen rekomendasi teknis pemanfaatan lahan
untuk rehabilitasi dan/atau perlindungan ekosistem
atau sumber daya di wilayah laut, pesisir dan pulau
kecil;

dokumen rekomendasi teknis pengelolaan kawasan
konservasi perairan;

dokumen rekomendasi teknis pengelolaan
keanekaragaman hayati laut;

dokumen rekomendasi teknis pendayagunaan
pesisir dan pulau kecil;

dokumen rekomendasi teknis mitigasi bencana di
wilayah laut, pesisir dan pulau kecil;

dokumen rekomendasi teknis adaptasi perubahan
iklim di wilayah laut, pesisir dan pulau kecil;
dokumen rekomendasi teknis rehabilitasi ekosistem
dan pengendalian pencemaran di wilayah laut,
pesisir, dan pulau kecil,

dokumen rekomendasi teknis pengembangan
infrastruktur dan sarana prasarana di wilayah laut,
pesisir, dan pulau kecil;

dokumen rekomendasi izin pemanfaatan ruang dan
sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil
untuk pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha;
dokumen rekomendasi penetapan tingkat risiko dan
peringkat skala usaha, serta jenis izin berusaha di
wilayah laut, pesisir dan pulau kecil,;

dokumen  rekomendasi  kebijakan  konservasi
keanekaragaman hayati laut;

dokumen kajian strategis dan rekomendasi
pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan
pulau kecil;

dokumen rekomendasi tindak lanjut pendampingan
pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan
pulau kecil;

dokumen rekomendasi efektivitas pengelolaan

kawasan konservasi perairan;
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39. dokumen rekomendasi efektivitas konservasi spesies
dan genetik jenis ikan;

40. dokumen rekomendasi pengelolaan sumber daya di
wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil; dan

41. dokumen reviu rencana tata ruang laut, rencana
pengelolaan kawasan konservasi perairan dan

rencana konservasi keanekaragaman hayati laut.

Pasal 10
Dalam hal unit kerja tidak terdapat PELP yang sesuai dengan
jenjang  jabatannya  untuk = melaksanakan kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), PELP yang
berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang
jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan
penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang

bersangkutan.

Pasal 11
(1) Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan
sebagai berikut:
a. PELP yang melaksanakan tugas Pengelolaan
Ekosistem Laut dan Pesisir yang berada satu tingkat
di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang
diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh
persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
b. PELP yang melaksanakan tugas Pengelolaan
Ekosistem Laut dan Pesisir yang berada satu tingkat
di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang
diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen)
dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.
(2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.
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BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam

Jabatan Fungsional PELP yaitu pejabat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional PELP

dilakukan melalui pengangkatan:

a.
b.

C.

pertama;

perpindahan dari jabatan lain; atau

promosi.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal 14

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PELP melalui

pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

a.
b.

o

o

berstatus PNS;

memiliki integritas dan moralitas yang baik;

sehat jasmani dan rohani;

berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat
di bidang antropologi, arkeologi, ekonomi sumber
daya, ekonomi sumber daya kelautan, geologi,
oseanografi, teknik dan rekayasa kelautan, ilmu
atau sains kelautan, biologi, akuakultur, manajemen
atau pengelolaan sumber daya perairan, sosial
ekonomi perikanan, perencanaan wilayah, teknik

atau rekayasa sipil, rekayasa infrastruktur dan
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lingkungan, teknik atau rekayasa geodesi, teknik
atau rekayasa geomatika, teknik atau rekayasa
lingkungan, ilmu atau sains lingkungan, manajemen
atau pengelolaan sumber daya alam, manajemen
atau pengelolaan sumber daya hayati, studi
lingkungan, kedokteran hewan, geografi, sains
informasi geografi, penginderaan jauh, konservasi
biologi, konservasi sumber daya alam, mitigasi
bencana, atau geografi lingkungan; dan
e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam
1 (satu) tahun terakhir bagi PNS.
Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan
kebutuhan Jabatan Fungsional PELP dari calon PNS.
Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah
diangkat sebagai PNS, paling lama 1 (satu) tahun wajib
diangkat dalam Jabatan Fungsional PELP.
PELP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3
(tiga) tahun setelah diangkat wajib mengikuti dan lulus
pelatihan fungsional di bidang Pengelolaan Ekosistem
Laut dan Pesisir.
PELP yang belum mengikuti dan/atau tidak Ilulus
pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di
atasnya.
Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam
Jabatan Fungsional PELP dinilai dan ditetapkan pada
saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional

PELP.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PELP melalui

perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud
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dalam Pasal 13 huruf b harus memenuhi syarat sebagai

berikut:

a.
b.

o o

berstatus PNS;

memiliki integritas dan moralitas yang baik;

sehat jasmani dan rohani;

berijazah paling rendah:

1.

sarjana atau diploma empat di bidang
antropologi, arkeologi, ekonomi sumber daya,
ekonomi sumber daya kelautan, geologi,
oseanografi, teknik dan rekayasa kelautan, ilmu
atau sains kelautan, biologi, akuakultur,
manajemen atau pengelolaan sumber daya
perairan, sosial ekonomi perikanan,
perencanaan wilayah, teknik atau rekayasa
sipil, rekayasa infrastruktur dan lingkungan,
teknik atau rekayasa geodesi, teknik atau
rekayasa geomatika, teknik atau rekayasa
lingkungan, ilmu atau sains lingkungan,
manajemen atau pengelolaan sumber daya
alam, manajemen atau pengelolaan sumber
daya hayati, studi lingkungan, kedokteran
hewan, geografi, sains informasi geografi,
penginderaan  jauh, konservasi biologi,
konservasi sumber daya alam, mitigasi
bencana, geografi lingkungan, atau kualifikasi
pendidikan lainnya yang relevan dengan tugas
Jabatan Fungsional PELP yang ditentukan oleh
Instansi Pembina bagi PELP Ahli Pertama dan
PELP Ahli Muda;

magister dengan kualifikasi pendidikan yang
relevan dengan tugas Jabatan Fungsional PELP
yang ditentukan oleh Instansi Pembina bagi
PELP Ahli Madya;

magister dengan kualifikasi pendidikan yang
relevan dengan tugas Jabatan Fungsional PELP
yang ditentukan oleh Instansi Pembina dan

memiliki paling sedikit 2 (dua) karya tulis



39 2021, No. 1036

ilmiah yang telah dipublikasikan secara
nasional atau memiliki paling sedikit 1 (satu)
karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan
secara internasional yang relevan dengan
Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut (PELP)
bagi PELP Ahli Utama; atau

4. doktor dengan kualifikasi pendidikan yang
relevan dengan tugas Jabatan Fungsional PELP
yang ditentukan oleh Instansi Pembina bagi
PELP Ahli Utama;

e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis,
kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial
kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang
telah disusun oleh Instansi Pembina;

f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di
bidang Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir
paling singkat 2 (dua) tahun;

g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam
2 (dua) tahun terakhir; dan

h. Dberusia paling tinggi:

1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan
menduduki Jabatan Fungsional PELP Ahli
Pertama dan Jabatan Fungsional PELP Ahli
Muda;

2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan
menduduki Jabatan Fungsional PELP Ahli
Madya;

3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan
menduduki Jabatan Fungsional PELP Ahli
Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan
Pimpinan Tinggi; dan

4. 63 (enam puluh tiga) tahun bagi yang akan
menduduki Jabatan Fungsional PELP Ahli
Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan
Fungsional Ahli Utama lainnya.

(2) Pengangkatan dalam Jabatan  Fungsional PELP

sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) harus
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mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan
untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang
dimiliki, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai
dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh
pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka
Kredit.

Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai
dan ditetapkan dari tugas  jabatan dengan
mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan
tugas di bidang Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir.
Pengangkatan Jabatan Fungsional PELP Ahli Utama yang
berasal dari jabatan fungsional ahli utama lain
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf h angka 4
harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk
Jabatan Fungsional PELP Ahli Utama yang akan

diduduki dan mendapat persetujuan Menteri.

Bagian Keempat

Promosi

Pasal 16

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PELP melalui

promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c,

ditetapkan berdasarkan kriteria:

a.

b.

(1)

termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan
kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga
pemerintah terkait bidang inovasinya; dan

memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang

akan diduduki.

Pasal 17
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PELP melalui
promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,

dilaksanakan dalam hal:
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a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional
PELP; atau

b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional PELP satu
tingkat lebih tinggi dalam satu kategori Jabatan
Fungsional PELP.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PELP melalui

promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan
Standar Kompetensi yang telah disusun oleh
Instansi Pembina;

b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam
2 (dua) tahun terakhir;

c. memiliki rekam jejak yang baik;

d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan
profesi PNS; dan

e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PELP melalui

promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang Jabatan

Fungsional yang akan diduduki.

Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan

Fungsional PELP melalui promosi dinilai dan ditetapkan

dari tugas Jabatan Fungsional PELP.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PELP melalui

promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang- undangan.

BAB VI
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH /JANJI

Pasal 18
Setiap PNS yang diangkat menjadi PELP wajib dilantik
dan diambil sumpah/janji menurut agama atau
kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB VII
PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

Penilaian kinerja PELP bertujuan untuk menjamin
objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi
dan sistem karier.

Penilaian  kinerja  PELP  dilakukan  berdasarkan
perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat
unit atau organisasi, dengan memperhatikan target,
capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku
PNS.

Penilaian kinerja PELP dilakukan secara objektif,
terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20
Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
meliputi:
a. SKP; dan

b.

(1)

perilaku kerja.

Bagian Kedua

SKP

Paragraf 1

Umum

Pasal 21
PELP wajib menyusun SKP setiap awal tahun.
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SKP merupakan target kinerja PELP berdasarkan
penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan dan
perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap tahunnya.

SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari
uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari

penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 22

Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (2) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka
Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas
tambahan.

Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diuraikan dalam bentuk butir kegiatan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh pimpinan wunit kerja berdasarkan

penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 23
Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sebagai dasar untuk
penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh atasan
langsung.
Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan.
Hasil penilaian SKP PELP sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.
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Paragraf 2
Target Angka Kredit

Pasal 24
Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 ayat (2) bagi PELP setiap tahun ditetapkan paling
sedikit:
a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk PELP Ahli
Pertama;
b. 25 (dua puluh lima) untuk PELP Ahli Muda;
c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk PELP Ahli
Madya; dan
d. 50 (lima puluh) untuk PELP Ahli Utama.
Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, tidak berlaku bagi PELP Ahli Utama yang
memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan
yang didudukinya.
Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), PELP wajib memperoleh Hasil Kerja
Minimal untuk setiap periode.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan target
Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Instansi

Pembina.

Paragraf 3

Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 25
PELP yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan
jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum
tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan
diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka
Kredit paling sedikit:
a. 10 (sepuluh) untuk PELP Ahli Pertama;
b. 20 (dua puluh) untuk PELP Ahli Muda; dan
c. 30 (tiga puluh) untuk PELP Ahli Madya.
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PELP Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari
jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya
wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima)
Angka Kredit.

Bagian Ketiga

Perilaku Kerja

Pasal 26

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b

ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan

Fungsional PELP dan dinilai sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(4)

BAB VIII
PENILAIAN DAN PAK

Bagian Kesatu

Penilaian dan PAK

Pasal 27
Capaian SKP PELP sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk
dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
Capaian Angka Kredit PELP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima
puluh persen) dari target Angka Kredit minimal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.
Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang
dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau
jabatan, capaian Angka Kredit PELP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang
memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk
ditetapkan dalam PAK.
PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan
sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan

setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam
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Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja,
PELP mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh
sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam
pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat
meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik
Hasil Kerja PELP.

Hasil penilaian dan PAK PELP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan
sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja

PELP.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 29

Usul PAK PELP diajukan oleh:

a.

pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
pengelolaan ruang laut pada Instansi Pembina kepada
pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka
Kredit bagi PELP Ahli Utama di lingkungan Instansi
Pembina;

pejabat pimpinan tinggi pratama pada Instansi Pembina
kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
pengelolaan ruang laut pada Instansi Pembina untuk
Angka Kredit bagi PELP Ahli Madya di lingkungan kantor
pusat pada Instansi Pembina;

pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
kelautan dan perikanan pada Instansi Daerah kepada
pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang

membidangi pengelolaan ruang laut pada Instansi
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Pembina untuk Angka Kredit bagi PELP Ahli Madya di
lingkungan Instansi Daerah;

pejabat administrator yang memimpin unit pelaksana
teknis yang membidangi pengelolaan ruang laut pada
Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi
pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit
pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan
ruang laut pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit
bagi PELP Ahli Madya di lingkungan unit pelaksana
teknis pada Instansi Pembina;

pejabat pimpinan tinggi pratama pada Instansi Pembina
kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang
membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi
madya yang membidangi pengelolaan ruang laut pada
Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi PELP Ahli
Pertama dan PELP Ahli Muda di lingkungan kantor pusat
pada Instansi Pembina;

paling rendah pejabat pengawas yang memimpin unit
pelaksana teknis yang membidangi pengelolaan ruang
laut pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan
tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada
unit pimpinan tinggi madya yang membidangi
pengelolaan ruang laut pada Instansi Pembina untuk
Angka Kredit bagi PELP Ahli Pertama dan PELP Ahli
Muda di lingkungan unit pelaksana teknis pada Instansi
Pembina; dan

pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
kelautan dan perikanan pada Instansi Daerah kepada
pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang
membidangi pengelolaan ruang laut pada Instansi
Pembina untuk Angka Kredit bagi PELP Ahli Pertama dan
PELP Ahli Muda di lingkungan Instansi Daerah.
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Bagian Ketiga
Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 30

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit,

yaitu:

a.

pimpinan Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi
PELP Ahli Utama di lingkungan Instansi Pembina;

pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
pengelolaan ruang laut pada Instansi Pembina untuk
Angka Kredit bagi PELP Ahli Madya di lingkungan
Instansi Pemerintah; dan

pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang
membidangi pengelolaan ruang laut pada Instansi
Pembina untuk Angka Kredit bagi PELP Ahli Muda dan
PELP Ahli Pertama di lingkungan Instansi Pemerintah.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 31

Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 dibantu oleh Tim Penilai.

Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memiliki tugas:

a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang
dilakukan oleh pejabat penilai;

b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan
nilai capaian tugas jabatan;

c. memberikan rekomendasi kenaikan  pangkat
dan/atau jenjang jabatan;

d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;

e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian
capaian tugas jabatan;

f.  memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
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memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat
yang Berwenang dalam pengembangan PNS,
pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan
dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan PELP dalam

pelatihan.

Tim Penilai PELP terdiri atas:

a.

Tim Penilai pusat bagi pejabat pimpinan tinggi
madya yang membidangi kesekretariatan pada
Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi PELP Ahli
Utama pada Instansi Pembina;

Tim Penilai instansi bagi pejabat pimpinan tinggi
madya yang membidangi pengelolaan ruang laut
pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi
PELP Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah;
Tim Penilai unit kerja bagi pejabat pimpinan tinggi
pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit
pimpinan  tinggi madya yang membidangi
pengelolaan ruang laut untuk Angka Kredit bagi
PELP Ahli Pertama dan PELP Ahli Muda, di
lingkungan Instansi Pembina;

Tim Penilai provinsi bagi pejabat pimpinan tinggi
pratama yang membidangi kelautan dan perikanan
untuk Angka Kredit bagi PELP Ahli Pertama dan
PELP Ahli Muda di lingkungan instansi pemerintah
daerah provinsi; dan

Tim Penilai kabupaten/kota bagi pejabat pimpinan
tinggi pratama yang membidangi kelautan dan
perikanan untuk Angka Kredit bagi PELP Ahli
Pertama dan PELP Ahli Muda di lingkungan instansi

pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 32

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri

atas

pejabat yang berasal dari unsur

teknis yang membidangi pengelolaan ruang laut, unsur

kepegawaian, dan PELP.

Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
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a. seorang ketua merangkap anggota;

b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan

c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.

Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.

Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau

PELP Ahli Madya.

Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

harus berasal dari unsur kepegawaian.

Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,

paling sedikit 2 (dua) orang PELP.

Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:

a. menduduki pangkat dan/atau jabatan paling rendah
sama dengan pangkat dan/atau jabatan PELP yang
dinilai;

b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai
Angka Kredit PELP; dan

c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit PELP.

Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari PELP,

anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang
memiliki kompetensi untuk menilai hasil kerja PELP.

Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai

ditetapkan oleh:

a. pimpinan Instansi Pembina bagi tim penilai pusat
pada Instansi Pembina;

b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
pengelolaan ruang laut bagi tim penilai instansi;

c. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
kesekretariatan daerah pada instansi pemerintah
daerah provinsi bagi tim penilai provinsi; dan

d. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
kesekretariatan daerah pada instansi pemerintah
daerah  kabupaten/ kota bagi tim penilai
kabupaten/kota.
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Pasal 33

Ketentuan mengenai tata kerja Tim Penilai dan tata cara

penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional PELP diatur

dengan peraturan Instansi Pembina.

(1)

BAB IX

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 34

Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila

capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit

Kumulatif yang dipersyaratkan.

Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit

pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal

pada setiap periode.

Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi

untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan

Fungsional PELP, sebagai berikut:

a.

PELP dengan pendidikan sarjana atau diploma
empat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini;

PELP dengan pendidikan magister sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
dan

PELP dengan pendidikan doktor sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Pasal 35
Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), PELP dapat
melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
a. pengajar atau pelatih di bidang Pengelolaan
Ekosistem Laut dan Pesisir;
b. keanggotaan dalam Tim Penilai atau tim Uji
Kompetensi;
c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
d. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung
pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional PELP.
Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini dengan kumulatif Angka Kredit
paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit
yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua

Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 36

Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional PELP satu tingkat
lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang
ditetapkan.

Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat
dalam satu jenjang yang sedang diduduki sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran
V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional PELP sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
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memperhatikan  ketersediaan lowongan kebutuhan

jabatan.

PELP Ahli Muda yang akan naik jenjang jabatan menjadi

PELP Ahli Madya harus memenuhi kualifikasi pendidikan

magister yang relevan dengan tugas jabatan fungsional

PELP yang ditentukan oleh Instansi Pembina.

PELP Ahli Madya yang akan naik jenjang menjadi PELP

Ahli Utama wajib memiliki:

a. ijazah magister dan paling sedikit memiliki 1 (satu)
Karya Tulis/Karya Ilmiah yang relavan dan telah
dipublikasikan secara internasional atau memiliki 2
(dua) karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan
secara nasional; atau

b. ijazah doktor sesuai kualifikasi yang ditentukan oleh
Instansi Pembina.

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), PELP yang akan dinaikkan jabatannya setingkat

lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi,
memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain
yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Hasil Kerja Minimal dan persyaratan lain sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Instansi

Pembina.

Pasal 37
Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), PELP dapat
melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang
yang sesuai dengan tugas Jabatan Fungsional PELP;
b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang
Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir;
c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah

di bidang Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir;
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d. penyusunan standar/ pedoman/ petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Pengelolaan
Ekosistem Laut dan Pesisir;

e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang
Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir; dan/atau

f.  kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina
di bidang Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir.

Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagi PELP yang akan naik ke jenjang jabatan ahli madya

dan ahli wutama, PELP yang bersangkutan wajib

melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan

Fungsional PELP dengan Angka Kredit pengembangan

profesi yang disyaratkan sebagai berikut:

a. ©6 (enam) bagi PELP Ahli Muda yang akan naik
jabatan setingkat lebih tinggi menjadi PELP Ahli
Madya; dan

b. 12 (dua belas) bagi PELP Ahli Madya yang akan naik
jabatan setingkat lebih tinggi menjadi PELP Ahli

Utama.

Pasal 38

PELP yang secara bersama-sama membuat Karya

Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pengelolaan Ekosistem Laut

dan Pesisir, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka
pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh
persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh
persen) bagi penulis pembantu;

b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka
pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh
persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25%

(dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
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c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka
pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh
persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20%
(dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan
penulis utama dan penulis pembantu maka
pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi
yang sama untuk setiap penulis.
(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga

Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan

Pasal 39
Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang
jabatan bagi PELP dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 40
PELP yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang
disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi,
kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk
kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang Jabatan

Fungsional PELP.

Pasal 41
Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk
kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi
tidak tercapai, PELP tidak diberikan kenaikan pangkat

dan/atau jabatan.
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BAB X

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PELP

Pasal 42

Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional

PELP dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan

dari indikator, meliputi:

a.

jumlah atau luas kawasan konservasi dan efektivitas
pengelolaannya;

jumlah spesies dan genetik jenis ikan yang
dilindungi dan/atau di prioritaskan konservasinya;
jumlah penataan dan pemanfaatan ruang di wilayah
laut, pesisir, dan pulau kecil; dan

jumlah pendayagunaan sumber daya di wilayah laut,

pesisir, dan pulau kecil.

Pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional

PELP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari

Mentersi.

Pasal 43

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PELP berdasarkan

Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum

pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PELP

ditetapkan oleh Instansi Pembina.

(1)

(2)

BAB XI
KOMPETENSI

Bagian Kesatu

Standar Kompetensi

Pasal 44

PNS yang menduduki Jabatan Fungsional PELP harus

memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang

jabatan.

Kompetensi PELP meliputi:
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a. kompetensi teknis;

b. kompetensi manajerial; dan

c. kompetensi sosial kultural.

Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

disusun oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua

Pengembangan Kompetensi

Pasal 45

Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme
PELP diikutsertakan pada pelatihan.
Pelatihan yang diberikan bagi Jabatan Fungsional PELP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan
hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
Pelatihan yang diberikan kepada PELP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
a. pelatihan fungsional; dan
b. pelatihan teknis di bidang Pengelolaan Ekosistem

Laut dan Pesisir.
Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
PELP dapat mengembangkan kompetensinya melalui
program pengembangan kompetensi lainnya.
Program  pengembangan kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) meliputi:
a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
b. seminar;
c. lokakarya;
d. konferensi; dan/atau
e. studi banding.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan dan
pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan
analisis  kebutuhan  pelatihan  fungsional @ PELP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur

dengan peraturan Instansi Pembina.
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BAB XII
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 46
PELP diberhentikan dari jabatannya apabila:
a. mengundurkan diri dari jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

menjalani cuti di luar tanggungan negara;

2 o

menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional
PELP; atau

f.  tidak memenuhi persyaratan jabatan.
Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki
alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan
tugas Jabatan Fungsional PELP.
PELP yang diberhentikan karena alasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e
dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan
terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan
Fungsional PELP.
Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional PELP
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan
menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan
dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian
pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Ekosistem Laut
dan Pesisir selama diberhentikan.

Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan

dalam hal:

a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang
dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan
Fungsional PELP; atau

b. tidak memenuhi Standar Kompetensi yang

ditentukan pada Jabatan Fungsional yang diduduki.
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Pasal 47
PELP yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e, dapat
disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir
pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah
diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya,
setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia

lowongan kebutuhan.

Pasal 48
(1) Terhadap PELP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan
dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang
sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
(2) PELP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional PELP.

BAB XIII
PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN
DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN

Pasal 49
Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan Kkarier,
PELP dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dengan

persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 50
Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja
organisasi, PELP dilarang rangkap jabatan dengan jabatan
pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas,

atau jabatan pelaksana.
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BAB XIV
TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 51

Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan

Fungsional PELP yang bertanggung jawab untuk

menjamin terwujudnya standar kualitas dan

profesionalitas Jabatan Fungsional PELP.

Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional
PELP;

b. menyusun Standar Kompetensi;

c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk
teknis Jabatan Fungsional PELP;

d. menyusun standar kualitas Hasil Kerja dan
pedoman penilaian kualitas Hasil Kerja PELP;

e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya
IImiah yang bersifat inovatif di bidang Pengelolaan
Ekosistem Laut dan Pesisir;

f.  menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional
PELP;

g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional
PELP;

h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional
pada lembaga pelatihan;

i.  menyelenggarakan Uji Kompetensi;

j- menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di
bidang tugas Jabatan Fungsional PELP;

k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis Jabatan Fungsional PELP;

l. mengembangkan sistem informasi Jabatan
Fungsional PELP;

m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional
PELP;

n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi

Jabatan Fungsional PELP;
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o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik
profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional PELP;

p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan
mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan
oleh Lembaga Administrasi Negara;

q- melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan
Jabatan Fungsional PELP di seluruh Instansi
Pemerintah yang menggunakan Jabatan Fungsional
PELP;

r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna
untuk pembinaan karier PELP; dan

s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi
jabatan.

Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Instansi Pembina dalam melaksanakan tugas pembinaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b,

huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf 1, huruf

m, huruf n, huruf o, huruf q, huruf r, dan huruf s,

menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan

Fungsional PELP secara berkala sesuai dengan

perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri

dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian

Negara.

Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap

tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p

kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga

Administrasi Negara.

Ketentuan mengenai pedoman penyelenggaraan Uji

Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i

diatur dengan peraturan Instansi Pembina.
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BAB XV
ORGANISASI PROFESI

Pasal 52

Jabatan Fungsional PELP wajib memiliki 1 (satu)
organisasi profesi.
PELP wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan
Fungsional PELP.
Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional
PELP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi
oleh Instansi Pembina.
Organisasi profesi Jabatan Fungsional PELP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan
kode perilaku profesi.
Organisasi profesi Jabatan Fungsional PELP mempunyai
tugas:
a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
b. memberikan advokasi; dan
c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas

pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan
oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional PELP setelah

mendapat persetujuan dari Instansi Pembina.

Pasal 53

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi

profesi Jabatan Fungsional PELP bersifat koordinatif dan

fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan

Jabatan Fungsional PELP.

Pasal 54

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan

organisasi profesi Jabatan Fungsional PELP dan hubungan

kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan

Fungsional PELP diatur dengan peraturan Instansi Pembina.
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BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55
Hasil kerja tugas jabatan dan penilaian prestasi kerja yang
telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini,
tetap dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jabatan
Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1806).

Pasal 56

(1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional PELP yang
belum memperoleh ijazah magister pada jenjang ahli
madya tetap melaksanakan tugas jabatannya sesuai
dengan jenjang jabatan yang didudukinya berdasarkan
Peraturan Menteri ini.

(2) PELP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
pendidikan sarjana atau diploma empat wajib memiliki
ijjazah magister paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak
Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

(3) Dalam hal PELP Ahli Madya belum memperoleh ijazah
magister sampai dengan batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) maka diberhentikan dari Jabatan
Fungsional PELP.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan
pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional
Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1806), dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan

Menteri ini.
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Pasal 58
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini harus
ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak

Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 59
Organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
ayat (3) harus ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun terhitung

sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 60
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional
Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1806), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 61
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



65 2021, No. 1036

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2021

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2021
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PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO
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pesiir, dan pulsu-gnidau kecdl

wiayah W

p e rfastan riang da ey
liwdayh laul, posinar, dan pulau
kel

" KODE ANG KA PELAKSANA
n suBs-u 2 ! IGAS HA KE TP
NGO | TUGAS JABATAN UNSUR URSUR URAUN KEGUTAN/TUGAS STLKERIA/QUIPUT. KEGUTAN | KREDIT TUGAS
d [Mengdemaficam: maten pemyuaunan Lagoran haad emifikan: maten 03 Ahl Pertama

12 |Menganainis pemanfaston pulau-pule kocdl dan mia pomanis ( Macya
fes huar Jau kecd dan teriuar
13 1 Ty a1 ) Ml ernatyd skema ‘] 107 Madtys
PENRol san Ipembiayaan herkelannitan untuk
o Wilayah i, pester, dan fruday or daya
ML, poanar, dan pulail
14 £ Rawasan
1 padau pulaa
2/ pemaniu
a [Merumusikan daya dukung dan daw tampung 159 Ahli utama
pekomintem & wilayah lw
usaha, pemanfestan riang, den /atu sumber Man pul v
daya kegatan usa b, pemanfxatan niang
dan /atau sumber daya
b | Meogevatuasi hasd analisi dat days dokung JDo en evahiasi daya dulung dan 034 133 Ahl Machya
Taya tx I Rawasan dan/any
eknsatem di wilayah laut, pesair, dan pulaa Komstem wilayah aal, pesimr
pula Kool untuk kegatan ussha fan pulaui-pulaa eal untuk
pemanisatan ruang, dan /atau sumber daya keg atan wsaha , pemant atan ruang
1n fayn
c [Menganal s data doa analmis dsya oh 035 1 AhN Miids
tampung kawasan dan/ laya tampung kawasan dan/atau
wisyah bt posaar, dan pXosigtem & 11, pesisr
untuk kegiatan usaha, pemanfastan nuas fan puls. pulsu eol untuk
clan | aumber daya Kegata s ha, pananfaatan ruang
Jan /atau sumber days
d |[Mengumpuikan data dawm dukung dan daya Data daya dulkung dan days tampung 030 PR 1] Ahl Fertama
' awssan dan /ey ckoamem di kawasan dayn/« oot
waayah Jaut peasie, dan pulan-pulau keal wdayah laut, pesisir, dan
untuk keg use e, pemanfastan riang UMW Kooy ik "
clan /atau sumber daya emanfastan rang, d
Vi
15 [Menganaima tngies! keruss kan ckosmtem o analmis Gngkat kerusakan 037 Ahli Macya
wilayah L, pesiar, dan puia puisu keal dan  pekosistem o wala
kb ani/Tesforani norta jan p m deal
pengendaban pencemans Kelatulmn reha ulitas
reria pengendalian jpenoemaran
10, |Anaia i dampak pengedoiaan d

sumber das kit pessir, dan ¢

dan upaya pengeiolanirs
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NOJ TUGAS JABATAN UNSUR SUB-URSUR URAWUN KEGIWTAN/TUGAS HASIL KERJA/OUTPUT . o
: . KEGINTAN KREDIT TIKAS
A [Merumusian dampak pengelodaan dan Dok umen dampak pengelolaan dan 038 162 Ahl UWama
pemanicatan a 7 Gaya o8 wilayah bt [pemme sdastan sumber dayn o wilayah
pesivir, dan pulsu-pulau kecd da peamar, dan pulsu-pulau kecd
pengeioles nnys Upays ngelolaannys
b |Mengevaliasi hasl anakisis dat dampak Dokuinen evahiasi dampak 03 101
pengeiodaan dan peman{astan ssumber daya i fpengeiolaan dan pemanfaatan
wikiyall Jaut, pessar, dan puleu.puiau kecd pumbder daya i wiayah laut, pessir,
dan upays pengdolaannya sl kool dan upays
penge odaanmya
[ Menganal inis data Qampa K pengeiobes i dan Dok utmen anad s champs & 040 0A3 ART Muds
pemanfaatan sumber daya ol willayah lat pergeiolaan dan pemaniaatan
pessvir, dan pulsi-pulay kecd dan upays i wilayah laut, pessasr
penge ok i dealdan upaya
perege ok an tys
d [Mengumplcan data dampak pengololsan dan [Data dampak pergeiolaan dan 04 039 Ahl Periama
pemantaatan her aya & wil ayah Jaut pema rfaatan aumbers daja i wilayah
poamar, dan pade-pulau kecdl dan upaya aut, pesisir, dan p wecil
pengeodaannya 1an upasya pengelodaannya
17. |Anakiss kewdlayahan untuk rencana tata ruang
| a [Merumuskan karakterastk dan Dokumen kewfayahan untuk 042 BELRY Ahli Lhama
(@) kKewilayhan uk rencans Wn g N rencans Tata ruang o wilayah bt
I~ wilayah aut, pesiadr, dan puleu.pulau kecd pesistr, dan pulau pulsu kecdl dan
I dan Upays pengelobsannya pengriola
b e evak ail anadmes 043 091 Ahl Madya
yahiatt UNTUK rencs e ek
i willaya hi bwut, pesinir, dan
bt g 1 Reecdl dan g e
penge ol anamya
¢ |Menganalsis data ewilayahan unmuk Dokumen analisls data xewlayahan o [(RE] Ahk Muda
porencansan tala ruang i wilaya b . Xk rencana a ruang & wilayah
pesnir, dan pulen-pulan kecd dan upayas peasir, dan pulsagulan kecy
pengeiolaannya dan upaye pengelolsannya
O [Mesgumpikan dat kewilayahan Data ews bavahan untuk 036 Ahl Pertama
perencanasn 1ata ruang dw perencansan tata ruang di wilayah
pesair, dan pubsi-pulau ecd dan o, peassir, dan puled-pulad Kecdl
pengeiolaa nmya dlan upaya pengelolsannya
18, [Analisis Kescmiasmn can Relayakan ks waian
komservas
a [Merummuskan Sodak bnpit stau rekomendam  JDokumen reko mendani kesesusian 0a5
kenesun 1 e lavaican Kawe e Nonservani Flan Raayakan kawatan onsens s
peraaran peTadran
b [Mengeval an meneisah hasl analem data [Dokumen evahian hanil anale i 047 Ahll Madya
kovem 1 Melayakan kawasan konservaai fkeacauaian dan kel kan kawasen
m:',n‘r. K ONACSTY &b peTasran
€ [Menganalmes dala Kescanasmn dan KeSamban  JDokumen analmis Sescsuasn dan 045 EE] AnE Muds

Kawasan konsemmms peraran

kelayalan awasan komervas)
[P € Taaran
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NGO

TUGAS JABATAN

UNSUR

SUB-URSUR

URAWN KEGITAN/TUGAS HASIL KERJA/QUTPUT O AR | IV RAN
REGINTAN KREDIT TIXIAS
d [Mengpdemiaficm: data kescsuasan dan Data kesesusian dan Xelayakan 049 036 Ahli Pertama
Kelayaioan Rawasan homservesd g ran KW aasn konservie pera ran
19 |Analsis kesesiasan periindungan
keam e kar sgaman hayati bt laut laut laut pach
tinghat spesseas/ s doan
a |Merurmiakan tndak lanjut stan rexomendas  Jlokumen rekomendasi keseausian 050 090 Ahl Utama
kevesuatan perlinchingan keaneesrag man perlindungan keaneka ragaman
hayat laut pada tmgkat spes=s dan genetdk hayati Jaut pacs tngkat speses dan
Enw kan jernetik wnm dan
b [ Mengevakianl dan meneleah hanl ] anads i Dok umen evahiand hasll analiai 051 ons AR Maclys
kesesusian perlmcungan, peestaran, dan kescsuamn periindungan,
pemanfaatan keanekaragaman hayati bt pelestaran, dan pemaniaatan
pack tmghat apeaies dan genatik pnm dkan keanckamgaman hayati it pacla
Langka t speses dan genetik jyenes dkan
c [Menganalisis data kesesiosan perindungan,  JDokumen anaimis kesesusmn 0 051 AhN Muds
peleatarsan, dan pemnfastan [perindungin, peloatanan, dan
Kon e koragaman hayati Jaut bt pada tngiat fpemanfostan keancka ragaman hayati
Apesses dan gernetik Enm kan it Bl pachs kst sposies dan
jornetik jenm dkoan
. [Mesgodemilion) data Kesesuassan Data Kesesussan peckindhin gan 053 024 AhY Fertama
perimdungan, plestarian, dan prmanfastan  foelestaran dan pemanfatan
kennekarngaman hayat! laut pacda tingiest [k ean ek aragaman hayats aut pada
spesicd dan grnetik enie dkan lingka t spesmes dan genetik ymm ikan
20 | M ation 1t penilaca n obiek dan aking s B JUokusmen penibaw 054 115 Ahl Macys
wilayah S, praser, dan pulvi-pulsi kealyang  Jaktivitas usalis i ¥
bernilal strategs navonal pesinlr, dan pulay-pulau kecdl yang
hernia strategs nasonal
21 |Penfaian usulan kegistan pemaniastan niang dan
sumber daya laut, pesnir dan pulsu-pulsu kecll
unmk pemenntah, masyarakat fokal, tradssonal,
aclot) dan pelaku wa ha +G 100
a [Merumuskan peraetujuan dan valsdasi usulan [Dokumen persetuguan u 055 068 Ahl Madyva
pemanfsstan ruang dan sumber dayn & petms nfaatan ruang dan sunter days
'wilkyah ut, poamir dan puisn u keal diwdayah bt peamir dan pula
untuk pemerintah, masyarakal dan peishu s bt Kech) K pemermah,
usaha imasyarskal dan pelaky usaha
b [Mengolah dan menganabinm data wailan Dokumen analms wilen [ED) 0460 AhSi Muds
pemanfaatan ruang dan sumber daya & pemaniastan ruang dan sumber daya
wilaywh Jut, peamar dan pulsi-puisu keal diwdayah it poamir dan pula
untuk pemerintah, masyarsiat, dan pelaiu puliu kecdl unmk pemerintaly,
Usaha masyarakst dan pelaku usaha
c |Memgumpnikan data usulan peman e wn Data usulan pemanfaatan ruang dan 057 030 4 Fertama
ruang dan sumber daya & wilayah Jaut, peasir pumberdays & wilayah Jawt, poasir
dan pudsu-pulau keoll unmk pemermtal, an pudou-rideu keal untuk
masyarakat, dan pelaku usaha petmerinial, masyarakal dan pelakyy
usaha
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RZWP3K keclalam KTRW Prossnsi

KTR KSN, RZ KSNT FPKT kedadam KTR KPN, dan

KODE ANG KA PELAKSANA
NOJ TUGAS JABATAN UNSUR SUB-URSUR URAWN KEGUWTAN/TUGAS HASIL KERJA/OUTPIT * o
. k KEGINTAN KREDIT TUGAS
22 [Permodeian pengelalasn ckonmtem Mul, pesmir
an puideu-p ey Kool
a [Mengevaliasi pemodean pengdolsan Dok wmen permodeaan penge olsan 058 1,14 Ahl Macha
b wils yah laut, pessir, dan gl priconi stem ok wil ny UL, pesimr
u kel fam pulmi-pubvi eal
b [ Meatiuat mode] pengeiolaan ekosisem di Desam mode] diwdamh laut, pessir [EY) Ahl Muda
wiayah bt peamar, dan 1 hecdl fan pabwi-p ey
c [Mesgpdemilions) dala untuk permodedsn Lagoran hasdl ilemfioui dats untuk ({23 0A5 AhL Pertama
pengeiviaan ekossem d wilayah Wut, pesirr, foermodeian pengelodaan skosistem
dan pulau-pulay Keod lasit, peaaer, can pudat-polad kecdl
23, |Fenyuminan prodl aumber daya & WF3K
a [Menyusun profil sumber daya di wilsyah laut § sumber daya i wilayah L) 204 Ahd Utama
peassr, dan puls-pulay Necd dan pu pulau kecd
b [Mengevahias: dan menelsal hasl anals s Dokumen evahiasi mater: 151 Ahl Madyas
matesi penysanin profill sumber ¢ i Aunan profil sumber days di
wilsyah but, posinar, dan pubai-pulaa kecd wilayah Sut, pesinir, dan padeu
I udau Keodl
¢ |Menganal sis hasl dentfikasi maten Dokumen analmis maten o3 (ML Ahl Muda
penyusunan profd sumber dayas di wlayah peryusunan juofll sumber daya dy
But, pesuyr, dan pulsu-pulaa kecd wiayah Lt pesuyr, dan puisu
pudsu kel
d |Menpdemtafian: mater: pemuaunan pro fil Laporan haadl demtfica: maten [38) 055 Al Pertama
sumber daya di wilayah laul, peanir, dan peryusunan yrofl sum
poden-puau kecdl widasah laut, pesinir, dan s
pulau kel
24 INcia kouian faadnasi pemanfaatan puda-gridai aporan Safinm prmanatan pula o5 066 ANN Muda
kecd dan terhiar puday Xecd dan sechuar
25 | Mela kouken n Sen ilitand peraetujuan Keacsis b g ran Seadlimanl persctujuan e Al Muda
rpatan pemanfanstan ruang bait mas yaraks jaan kegatin pemanisatan
okl dan Tradinloms
20 [Penyuminan rencana tata rusng Jait onasl
A [Memununan rencans W ruang st Dokumen rencans 1ala riang aut [ 217 Ahk Utama
h [Mengeyahiani dan mencisah hasil analms data [Dokumen evahisn: penyusunan [ 148 Ahli Madya
penyusunan rencans Wta ruang laut rencana tata ruang laul
¢ [Menganalinim data prmpusunan rencans 1ats Dokumen analms data pemusiinan 069 104 Ahls Muda
ruang laut rencana tata ruang kbt
d [Mengdemifiloms maten pempuaunsn rencana  Jlaporn hasdl dentif Dond mat AhN Pertama
tata ruang bt PEMUALLNAD fencana % ruang kit
27 [Integasi RTRL ke dadam RTRWN , RZ KSN kedalam

\ata ruang darat dan Jaut

tata riang dar aut

o [Melaukan miogram rencana RS ruang damt Dok umen mteg as rencans W 077 Ahk Utama
dan Saut ruang darat dan Jaut
b [Mengevahiani hasll analss ntegras rencana  Jlokumen ey VTELIANI TENOR N a7s AN Madya
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pengeiodaan hang
Bhan at
Tengee

e kel it
benda muatan ssal kapal

pesy NEAN pen o daan
angunan laut dan instalas laut
MUMAN MAl Kap

len g dam

ol ucas samaman | umsur SUB-UNSUR URAWN KEGITAN/TUGAS HASIL KERJA/ QUTPUT s ANES
REGIWTAN KREDIT
¢ [Menganal s data smegras) rencana tata ng [Dokumen analmis data imegrani 073 059
darat dan laut rencana tala raang Sanat dan ut
d [Mengelemifilnl smlen infegrasl rencans tata fLagoran haadl et ilion ] maten o7 Al Pertama
ruang darat dan laut infegrasl rencans & nuang darat
dan kot
28, [Penyusunan rood
gl olaan w
peaiar, dan P
. Dokumen peta jwlan dan 075 1,29
retak (lue prm
pengeiobyan ckoawiem di wilayah
ar, dan pudeu-gailau kecil
b Mengevakiasi haad analins mater | penyusinan evaluasi materd ara 058 AWM Maciys
peta slan froadmaopd dan cela k biru e prinl) nan peia e o map )
u K pergeiohan eonistem i wilayah Bt ek biry unmk
pendar, dan pubei-patlan hecd 1 ehossem di wilayah
wha-pulan kecil
¢ [Menganalsis haml denifikas: maten Dokumen analmis maten 77 Q56 ANE Miucda
penyusunan peta jdan pempuaunan peta gl (roodmap )
bard (blue print) untuk pengelolsan ckosmtem JHan cetak biru (blue pant) untk
di wilayah laut, pesiair, dan pulsu.pulau kecd
d [ Mengdemsflos: maten pemyusunan peta jalan a7y aAas Ahl Pertama
(rond magy dan cetak bind (blue prnt) untuk
pengelolaan ekoastem & wilayah B, pesiawr, MHan cetak biry wntak
dan gralau-grilay Keal [pemge ol an ckoait ayah
laut, pesasir, dan pulau pulau kecd
» minan rancangan pengeiolssn bangunan
shan, a@u benda muatan
wntuk pesiadcan dan
intem
1 rancangan pengelolasn bangunan  [Dokumen ancangan pengeiolasn 237 Al Utama
It dan matalan: Jm atau benda Gangunan it dan instalas bt
muatan asal kapal teamlam lahan, atau deoda o tan asal apal
te gy lam
b [Mengevaluani dan mencisah has) analsmn Dok umen evalion penyusinan as0 106 Ahli Madyn
PEnyuUSUNAN Tancangn pengelolaan tmngunan jrancangan pengeiokan bangunan
lut dan matalas 1 hendla ahan, 1
muatan asal apal tenge am benda muatan ssal kapal tenge lam
¢ [Menganal mas data gemrusunan rancangan Dokumen analms penyusunan 1 Ahk Muda
e ok an tang
dan tmtalasd han, at
Tengee m hetmln aan asal kgl tengeam
d |Mengdentd kas a pergpusunan rancangan  jLaporan ha et if ol data 052 T Ahli Feriama
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a3 Baatt Bl Saut St dan

KODE ANG KA PELAKSANA
NOJ TUGAS AN UNSU SUB-URSLUR URAWUN KEGIWTAN/TUGAS RERJA FOUTPE ‘ .
C GAS JABAT. NSUR (TUG HASIL KERJA fOUTPIT KEGINTAN KREDTT TUGAS
M. [Pengelolsan Xegatan prmban
sumbier daye pesiair d M Kocd dengan
Ermmonal yang
=3 1 Ahdli Utama
fengan megam dan /amu embags
imternasional yang bennfat ilateral
atau multilateral
Meogevaduasi dan menclaah hasil analins data 054 « Ahl Madya
pembang w h bt pes
pulay-pulay kecdl dengan negara da
Embags internask £ beralint
c data peobangurnen di wilsyah 085 0ns Ahl Muda
udau kocd dengan
Tasonal yang
d diwiayh sl e o | data (i) 049 AhN Pertama
dengan man & wilayah laut,
ermano il yang Ul Kecd dengan)
el
1 b ater al
A% u g Sisters |
31 |Pengciokean Xegatan po lu Ronservaal
keaneiaragaman hayat: aut aut aut bt
o [Mengevaduaal dan menclaah ail snaian 087 ARG Maciys
¥ faatan konseras keanckaragman
hayat) Wt i1
b [Menganaliss data promsnfastan Konservasi Dok umen analsis pomanfsatan O8% 046 AhN Miirds
Kon ne kmragaman hayats st NASTYad] Keanskanmgaman hayat)
[ i dala poman! sran hail ke kol data 89 Ahl Fertama
e e T agar hayatd Taalt et ifantan komeraai
keanckaragaman hayati
32 [Pengdiolann kegamn pemaniasian kawasn
konaervanl
a [Meng aidan mencisah ham! analmms a1 pemanfsatan [ 2 Ahli Madya
pemania 1 WRSAn Konservass perairan kawasan konservesi persd
b [Mengand i data peone nfaatan ks sah Dokustien analimis pema nfastan w1 052 | Muda
konscrvani peratran kowasan komservas persinan
¢ [Mengrlentifilan) data perman faatan ke watan Laporan hasdl el data o2 0326 AhN Fertama
Xonservasl perasran pemandastan ks wasan konservasi
e Tainan
i3 N peles s nan
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" " . o . KODE ANG KA PELAKSANA
NOJ TUGAS JABATAN UNSUR SUB-URSUR URAWN KEGUWTAN/TUGAS HASIL KERJA/OUTPLT KEGITAN KREDIT TUGAS
a [Mengevaluani dan mencisah haal analdsm data Dok umen evahion: per Bndungan dan 3 0532 Ahli Madya
peorEnchingan Jan pelestar sen Kewnelowr agaman fpelestaran keanckans gaman haye s
hayati bt den Sawman omervas perairan  Jlaut dan kawanan konscrvas
e radrnn
b [ Mesgan B Ata perimaungan dan Dok utmen analiss periindingan dan [ 052 Ahl Muda
pelestanan keanckaragaman hayati Butdan pedesiaran keanekaragman amu
Ronacna N peraitan it chan Kawanan k
peraran
C demdias dita nchingan dan Laporan hasll demifiosi data s a27 Ahli Pertama
n keanekaragaman hayats bt dan perindungsn dan pelesss ran
Kawasan konseras peraran keanskaragaman hayati laut dan
kawasan Ronscrvas peranen
3. [Pengeiolann dars s Gan prasara s konsena s
keaneiaragaman hayati laut laut aut Jaut dan
Kawaaun Konservas
a [Mengeyaduasi dan menelaah hanil anainm Dok umen evalioni penge kol n [ as9 Ahl Madya
pengeiobaan sarana dan rasirana koopervast fsaram dan prasarans konservas
kon e koragaman hayat dan kawasan keanckamagaman hayatiy 1 dan
konservas! peraman kawasan konservesl persd
b [Menganalisis data pergedodaan satana dan Dokumen analmis pengeiclaan o Al Muda
prasarans konsctvand Keanckaragamman hayatl Joaram et prasara ne Ronseryas
| But dan kawasan konseno s peraran keaneka man hayats laut dan
5 RAWAN AN KONACTYRS Perad na
7 ¢ [Menguiemifika) dula pengeioblan anadan |l 1 hasdl el data (7] 023 AhY PFertama
! prasars servasi keanckaragunan hayats fpengeiolian sarana dan prasarana
Bt dan Kawstan bonserma peraran KOnAery il Keanckangaman hayst
it dan kawasan konservas
) e fmiran
35 |Edukas: cmmani, dan penmadartahuan
ekoastem di wilayah laut, pesair, dan pulau
pradau Joecs
a |Meogedukas:, deseminasi dan penyadar sshuan Jlokumen tindak anjut hass eduianl [N 066 Ahl Utama
ckomatem o wils yah bl pesitir, dan puiay Tietunand, dan penjachartahuan
pulau Kecdl Kosmistem ok walayah at, pesur
fan pulau-pulaa keal
b [Memrusun mat dukasi, i Materi echukasi, dsemmnast, dan 100 0558 3 Madya
penyodartahuan paMiem diwe penyadartahuan ekoamtem di wilayah
porinar, dan pu o il poaaar, dan pulsu-padau kecll
¢ |Menganalisss maen eduloasl, dsemmas dan  JLagoran haadl analiss maen 101 40 Ahl Muda
penyadartahuan ekoasstem di wilayah Jaut ey, deemme o
ponmar, dan pudet-pulan ke pemvacartahuan ekosntem diwilayah
it pesinar, can padau-gida kecdl
d [ Mengpdemilicm: maton edikas:, decrums Laporan had dontafikan: maten 102 Ahl Pertama

dan penyads wayah

ut, peed

oduiean, duemmin dan
penyadariahuan ehonmiem di wilayah|
AL peasti, Aan pudeu-pulad Mecd
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kritera teknas pengelolsan ruang dan aumber
daya di wilayah laut pesiir, dan pulau pulsu

el

pemrusunan ki teknm
i an ruang dan sumber daya

fiwilasah bt potsaar, dan ks
pulau kect

KODE ANG KA PELAKSANA
NOJ TUGAS JABATAN UNSUR SUB-URSLUR URAWN KEGUWTAN/TUGAS HASIL KERJA/OUTPIT . ”
: REGIATAN KR EDIT TLGAS
3 |Penyuminan kagan wmatik & wilsyh posasar,
St dan pulst-grale kecdl
a |Memusun ks pan tekmia pencemaran Dokumen kajen teknis pencemamn 103 066 AhX Madya
ekosstem o wila yah Bl pessa, dan s kXosigtem o walayah Jaul, posisr
puisu Kecdl 1an pulau.pulsu keal
b [Memousun ks pan teknis mitagssi bencana di Dok wmen Kagian teknis mitgnsi 104 on3 5 Machya
wilayah laut, pesair, dan pulau pulau kecdl hencana dl wilayah laut, pestasr, dan
pudanl-puida sy kecd
¢ 1 Bon i teknis perubahan Dokumen agan tekni perubahan 044 Maclys
L, penanar, can patiea-pulay kecd iim ol wilayah poemir, dan
pudant-pulay kecd
d. |[Memunun & jmn teknm rostoras & wilayah oiCutnen Kagian teknm rontorn 106 064 Macha
But, peasadr, dan pulad-pnileg kecd i b bt peaaner, dan puilau
ke kecl
e [Memrusun & jan teknm rehabl tas ckosistem @an teknm rch 107 069 Ahli Madya
4 wilayah Taut, pesinir, dan palsu-pulsu kecdl homstem di wilayah Jaut, pesise
fan pulen-pulau kea
Y7
Dokumen vahias: eko 108 196 Ahl Lhama
nerace sumber daya diwilayah Jaut
xecdl pesiatr, dan puksu pulsu keck
b [Menganal e s penghiun i om 141 ANN Madya
ekonom dan neraca sumber daya di wiayah
AUt peaind dan pulsu-puia keol neracs sumber dayas diwilayah Taut
pesiny . dan pulay pulsu kecd
c Dokumen penghiungan nidas 110 105 Ahk Muda
e xonomm dan neracse aumber daya di
wdash b w, dan gudau
s kel
d. [ Mengclentafiicas) dan mengumpuikan data Sad [Data ik untuk vad 111 057 Ahli Pertama
UNTuk valus s ekonommi dan/ alal nerscs 1an /st peraca sumbey daya diy
ber daya d) wilayah ut, peamir, dan wilayah Bt pesaar, dan pulsu
polay-pulsy kecd i kel
38 |Penyusunan Xrtera telnn pengeiolan riang dan
sumber daya peamar, laut dan pulai-puisu ecll
o [Mempuaun kriers teknm wtuk pengedobean  [Dokumen Keiteria teknm untux 112 1 4 Uhama
ruang dan sumber daya & wilaya penge an ruang dan sumber daya
pessar, dan pule fiwilasah baut, pesiair, dan pulsu
pudant Kecl
b [Mengevahiani haad analinm mater i peayusinan [Dokumen evadussi matesd 113 091 AlS Madya
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percd ayagunsan pesmr
e kecll

KODE ANG KA PELAKSANA
NOJ TUGAS JABATAN UNSUR SUB-URSUR URAWUN KEGIWTAN/TUGAS HASIL KERJA/OUTPLT . o
: : KEGIATAN KREDT TLGAS
c [Menganal s ma e penyusunsn kr ders Dok umen analmis maten 114 077 Ahli Muds
tekns pengelobaan ruang das et dayadi af K tckns
wilayah but, posinir, dan fau hecdl an ruang dan sumber daya
| B, peaiadr, dan pulag
t {av
d Dokuen maten penyu 1 A0 AhY Fertama
teknm pengelodaan ruang den sumber d engeiolsan n
wilaysh Jaut, pessar, dan puleu.puiau kecd laya di wiayah Jaut, pesaar, dan
pudan-pualan kecdll
39 [Menyusun rekomendasi peoactuilan perencansan 16 153 AhE Dhama
an sumber daya & wilayah laut, pemnir
U keed
40 ekomendas tekns pemanBatan
ruang dan sumber daya & wilayah it peany
e priiaan-pulan kecd
a [Memrunun rekomend sl teknm pengelodoan Dokumen roko mendsal eknm 117 090 Ahl Utama
Kawans 1 peainir dan perasr penge ol an ke N peaiais dan
pengemtangan ¢ konomi [peraran unfuk pengombangan
0 Dok sumen rekomencasl welkns 118 109 Ahh Utama
astan o £ ey N wilayah
penne dan glagi-pulsl kval
c Dokumen reko mendasi wkns 119 096 Ahli Utama
pengeiolan Bends W eapal
lengae lam (BMKT) & maity
d |Memyusun reko fekni penempatan Dok wmen rekomendasi ks Ahl Utama
Al pencirsn Aan mstadew bt
untuk fungs: perbadcan dan perlindungan nan dan instalasl
ut, pesnir perindion dan pe
e |Mempusun rekomendani feknis pemanfatan men reko mendasd ekns 121 101 Dtama
hhan umuk rehatibtam dan famu pemaniaatan ahan untuk
perincdungan ckoamtom atast sumber dayady  frehabitas; dan /atas perlndungan
willayal bt pessir dan pulspuis Xeal pkosistem atau aumber dayadi
Wi v b laut, peaieir dan pualsu-pulau
kea )
4] |Pen 1 rekomendas tekmus penge
konseryan dan keancicanggama
aut ot ul
& [Mempusun reioomendani (eknm pengeiolaan Dok umen reioo mendaa) eknm 12 137 i Ltama
Kawasan onsenasi perairan
n [ Mesmyusun rekoten Teknm pengeloban Dokustien rekomendas eknn 123 AhY Utamas
kon ne karagaanan Ipengeiola an oane ko paman hayat
laut
Dok utnen rekometidasi ©k ™ 1.33 Ahl Utama
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Komasrvani Kos ek aragaman

Konservan

keanckamgaman hayati bt

- " " . o . : KOnE ANG KA PELAKSANA
NOJ TUGAS JABATAN UNSUR SUB-URSUR URAWN KEGUWTAN/TUGAS HASIL KERJASOUTPIT KEGIATAN XREDIT TIXIAS
43 |Menyunsun rekomendas tekns mibgas bencanas o [Dokumen reios mendaai eknm 125 096 Ahl Mama
Wilayah Saul, pesinir, dan pdad-grilal deal L E bencana o wilayah Wt
pew W A0 pulsu kel
4 |Menyusun rexomendas teknis ada pras: Dokutnen rekomendas! ekns 126 099 AhY Lhama
1 adam & wilayah b, pesimr, dan A dapatani perubahian ikkm i wilayah
pulsupuley kecl sut, peanyr, dan pulsu-pulau kecd
45 IMenyusun rekomendasd ek s rehu ol Dok umen rekomendasi vknm F 135 H Dama
i rehab ilites) ehomstem dan
| ndal s pencemaran o willayah
aut, peamar, dan pul-pulau kecdl
46 [Menyusun rekomendasi tekns Dok swmen reko mendasi wknms 104 Ahl tama
Engembang n mfrsstrukros dan samns pergembang f s truknr dan
prass rans Ji wilayah par ana e rana i wilayah laut
[\ kecd pesiar, dan galau-pula Kecsd
47 |Menyusun rekomendas @in pemanisatan niang imen rekomendasd smm k2 125
dan sumber daya dan pemanfastan ruang dan sumher daya
pulau-puls Keol unnik pemermah, masymnadat, Miwilamh Wt pesiir, dan
dan pelaiku usata puleu kecd
43, [Penyuminan rekomenda s penetapan tingle
resiko Kepw B widayah bt pessnr, dan
pulaupula kea
& Menumusian relounendasi penetapan tingha el el mendas! penstapan 130 072 Hama
% KAt akoa ke uasha, sorta jenn pRA T reaiko dan peringiat skl
erusalia i wdsyah pesisur dan uaala, serta oo jan Herusasha o
u-gruda g kecd WEAyah St pesaair, dan grilay
pulau Keal
" Kinen oy Mt haadl peofasen 131 051 AhN Madya
tmgka ! iahaya dan potensi tensd mn
o 0 uaatia b wilayah Wt pesied
1-gridan Meall
C Lago ran haadl penilaian tinglov 132 T
potenal tendmy n 1saha d wilayah b, Phahaya dan potenal tenachima rsio
ponmser, dan paidat-pula kecs inaha
d Lago ran hasdl dend o mates 133 023 Ahli Feriama
penetan saha di
wiasah pesmir, dan gl
pulau keos
49, |Penyuminan reke
a [Merumusikan Sndak anput stau re Kumen reioo mendan ke by akan 134 058 Ahb Utama
keh gakon konservasi keanekarag konservasi Keanekarngaman hayati
aut
b |Mengevalnasi dan menelaah haml anadas evaluasi Keb jak 135 054 AhN Madya
Kan Kormervaa i Keancka i Keansiaragaman hayat
¢ [Menganal i data dan mbrmam ket skan » data dan mbor mani 136 033 Ahl Muda
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Aawasan honsenas perasran

el kuwtas pengeiolaan kawasan
RONSeryaes pensinn

KODE ANG KA PELAKSANA
NOJ TUGAS JABATAN UNSUR SUB-URSLUR URAWUN KEGIWTAN/TUGAS HASIL KERJA/OUTPLT * o g
d KEGIATAN KR EDIT TUGAS
d [Mengdemafikm: dan menmabda: data Laporan hasd dontifikan) dan 137 025 Ahli Pertama
Kebpakan Komervanl Keane ka ragaman hayatl  faledesd data Kebiwkoan konservasi
ut keanckamagaman hayats Ssut
C |Pengendalian Penyusunan maten teknis pengeiolsan «kosistem
—— — — - - -
peman Baatan o [Merunmiakan K wn v dan e n Kajgan stosegs dan 138 095 AhE Utama
ruang dan aumber fidasl, acrta evaluam can pernym jan endas peagedolaan ekoar i
ey oW kN pengeiolaa ekoustem o wib wah ut, pesiair, dan pulag
laut, pesiair, dan faut pessew dan pulsu pulay kecd pulau kecld
e upuiag kecd b [Merummuskan hasl pemba hasen dan telashan umen rumuaan dan vlahan 13 009 Ahl Madya
materni teknin pengelofan ceoustem di wilayah s pengeiolsan ckosimem
But, pesisir, dan padeu pulsu kecs ylajah laut pessyr, dan pulau
pudon kecd
. [Mengans ddan s e vknis [Maternit 0 pengelolien ckosislen 140 051 Ah
pengeiods ckoasem i wlayah b, pesisir, Miwdasah aut, pesssir, dan pulau
dan pulec-pulsl Keoll e keod
d Meogumpuikan dan mengodah data dan Data dan informas pen 141 036 Al Fertama
mionmam untuk penyapan maen ekma atau m o wall ayah L
nubstansi teknm peogelolsan ckosstom & AU Neal
willaysdl Jeut, pesaasr, dan puleu.puisu kecd
Penda mpmgan kegmian pengelodsan ckomstem o
wilayah o, pesier, dan pulad- g keal
2 |Memusun rekomendasi atau tindak lanjpat Dokumen rekomendasl tndak anjut 142 L14 Ahb Dtama
pendampngan pengelodaan ekossiem & pendammngan pengeiolaan ekosinem
wilayah 1, pessyr, dan pulsu-pulau kecd 1iwiaymh aut, pessr, dan pulau
puiau Keosd
u GATY J1CT B oSt Dok e o3 ahiaas pend 143 1,12 AT M cyn
ckosistem di wilsyah laut, pessr, dan g pengeiolaan ¢koaem w layeh
ks kecdl LT, peamir, dan 2l -pulau kecd
¢ |Memusun maten pendampingn pengiolaan [Maten pendamgengan pengeiolaan 144 077 Ahl Muda
ckosmiem o wilayah Bt pesair, day pRxomstem o wilayah Jaut, pesisir
pulau kecdd lan puleu.pulau keal
d Mengdentdicam: dan mengimpnifkan maten Laporan pengumpulan materi 145 [RE) Ahl PFeriama
pendamprngan pengeiodaan ckosisicm & pendammngan pengeiolas n ekosmiem
1, poamer, dan pulsi-gnilau ecsl fiwidayah it poamar, dan pralan
au Reosd
Mengeva hisat edekinviine pengelok kawasan
kongervas
a Dok sumen seko mendasi ofcktm 146 074 1tama
pengek N Rawaaan Konservaai
poyamran peTaran
b [Mengevaluasi dan menelsah hanil analsn Dokumen evaduasi efekttas 147 073 AhN Madys
efekinitas pengelolan kawasan komervm pengeiolan kswasan konservani
perairan peTadran
© [ Menganalinm dala efck tivtan peoge lobaan Dok umen mnalos ofek vt 148 7 Ahd Muda
kawasan konmaeras peradman penge ol an awanan konservan)
peradran
d. [Menguientifika) dats clektvitas pengelodsan  JLaporan hasll clem ik data 149 0235 AhY PFertama
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Konscrvasi keanckarsygaman hayats

pengem hangan k
kcanccangaman hayat: aut

JasaIma ko meervan)

KODE ANG KA PELAKSANA
NOJ TUGAS JABATAN UNSUR SUB-URSUR URAWUN KEGIWTAN/TUGAS HASIL KERJA/OUTPIT ‘ o
: . KEGIATAN KREDIT TUGAS
Evahian) el kuwian Konservan sposies /ens an
geneti dan
& [Merunmiakan rekomendasi atau tindak banhut UInen reko mesidadi of ekt tae 150 071 AhY Lhama
cdektiviing Konservani spenics dan genetik jenm
b 151 Ahl Madys
c |[Menganalisis data efeknvitas Xonservasl umen analisin ofcktintas 152 v Ahk Muda
apesxa dan gnetk pnm skan gervaxi apesxs cdan grnetk jonm
d [Mengelemfions ) data clemvitas konaservmm Laporan haadl et il dats 153 024 Ahh Pertasna
spessca dan goetk jenm skan ficktvtas komservani aposea dan
e ne ik enis Soan
a Nusai terhada p peladaanaan penge ok an
er oy o walayah bt pesimr 1 pada il
pulau kecu
a [Merunmuskan rekomendani atau tmdak anput  [Dokumen roko mendsal penge ol an 154 129 Ahl Utama
pengeioiaan sumber daya b wilayah daut pumber daya o wilsyah laut, pessair,
pesanar, dan pu pulan kecs g -gralant kel
b [Mengevaluasi dan menelaah hasi analss wmen evahiasi pengelolaan 155 Andl Madya
pengelclsan sumber daya dhwilah aut ber da 11 wilayah laut, peas
pesaar, dan pulagulan kecsd
5 tmber dava i mia pongeolaan 156 076 Anl Muda
Wt kecd Laut, peadnir
d wnber davalaporan hasd clemifioa: daa 157 AQ And Fertama
pulau kecd pengelolsan sumber days o wilay
, peaisir, dan pulaupulan kecl
1 rencana tata niang s ul, rencana WIMen Jevil rencana tals ruang 158 246 Ahl Utama
daan kowasan konsenasi perasan, dan , rencana pengeolsan kawasan
mencana nnseras keanakeragaman hayati bt Jkonservasi peradran. dan rencana
kon servaa keanakeragaman hayat)
f angen ke, STy
kraneGsgaman hayati & t ot bt
& | Mengevaluas: dan menelsal) hasil analss 159 Ahl Madya
pengembangan Kerjass ma konseras e
Keane Kogaman Tuayats ut hayat]
b [ Menganadints data peoges kerpaama Dok 160 AN | M uda
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aut

Ker praama Komervasi keanckage man hajus

petgie mbangan Ker paarma Ko nervasd
kecanckagaman hayats it

KODE ANG KA PELAKSANA
NOJ TUGAS JABATAN UNSUR SUB-URSUR URAUN KEGUTAN/TUGAS HASIL KERJAfOUTPIT KEGIATAN KREDT TUGAS
c |[Mengpdemalicam: data pengem bangan Lagoran haad denmifikan) data 161 023 Ahli PFertama

MENTERI PENDAYAGURAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMAS] BIROKRAS] REPUBLIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO

1d
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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2021
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR

NO UNSUR SUB-UNSUR URAIAN KEGIATAN /TUGAS HASIL KERJA/ QUTPUT ANGEKA KREDIT PELAKSANA KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7
[ |Pengembangan A. |Perolehan ljazah /gelar Memperolkeh ljazah sesual dengan bidang tugps ljazah /Gelar 25% AK kenalkan Semua jenjang
Profesl pendidikan formal ses ol Jabatan Fungslonal Pengelola Ekosistern Laut dan pangkat
dengan bidang tugas Pesisir
Jabatan Pungsional
Pengelola Ekosistern Laut
dan Pesisir
B. [Pembuatan Karya I, |Membuat karya tulls /karya limiah hasil
Tulls /Karya lmiah di bidang penelitian; penglajian /survel/evaluassi di
pengelolsan ckosistemn di bidang pengelolunn ekosistern di wilayah laut,
wilayah laut, pesisir, dan pesisir, dan pulau-pulau kecil yang
putlas pulau kecil dipublikasilkcan:
. Jdalam bentuk buku/majalah imiah Jurnal / Bula 20,00 Semua enjang
Internasional yang terindek
b, Jdalam bentuke bular/majalah miah Jurnal /Bulaa 12,50 Sermua jenjang
nasonal yang terakreditasi
¢, jdalam bentuk buku/majalah imiah yang Jumal/ Buka/Naskah 6,00 Sermua jenjang
dinkui organisasi profesi dan Instansi
Pembina
2, IMembuat karya tulls /larya (imiah hasil
penelitian/ pengkajian /survel Jevaluasi di bidang]
pengeloluan ekosistem di wilavah laut, pesisir,
dan pulau-pulan kecil yang tkdak
dipubliles kan:
o, Jdalam bentuk buku Buku 5,00 Semua jenjang
b, Jdalam bentuk majalsh ilmiah Naskah 4,00 Sermnua jenjang

3. Membuat karya tulis /learya (rmiah berupa
tinjauan atau wasan ilmiah hasil gagsan
sendiri di bidang pengelolaan ekosisten di
wilayah laut, pesisir, dan pulau- pulau kecil
yang dipublikasilan

www.peraturan.go.id



2021, No. 1036

-83-

NO

UNSUR

SUB-UNSUR

URAIAN KEGIATAN /TUGAS

HASIL KERJA; QUTPUT

ANGEA KREDIT

PELAKSANA KEGIATAN

4

[
1

O

-
[

a. Jdalam bentuk bulu yang diterbitican dan
diedarkan sec wsional

Bulau

8,00

Semua jenjang

b, Jdalam majalah ilmiah vang diakul organisasi
profesi dan Instansi Pembing

Naskah

4,00

Sermua jenjang

Membuat karya tulls /karya (imiah berupa

tinjauan atau wasan (lmiah hasil gagasan

senditi di bidang pengelolaan ekosistem di

wilaynh laut, pesisir, dan pulau-pulau keeil
yang tidale dipublileasilan:

A, |dalam bentuk buku

Buku

7,00

Semuan jenjang

b. jdalam bentul makalah

Naskah

3,50

Sermua enjang

Menyampaikan prasaran berupa tinjauan,

gagasan dan atau ulasan {imiah dalam

Naskah

2,50

Sermua jenjang

6.

Membuat artikel di bidang pengelolaan
ckosistern di wilayah laut, pesisir, dan pulau
pulau kectl yang di publikasikan,

Artikel

Semua jenjang

* |Penerjemahan / Penyaduran

Buku dan Bahan-Bahan
Lain di bidang pengelolanan
¢ kosistem di wil
pesisir, dan pulau-pulaun
beecil

. [Menerjemahlan/ menyvadur buku atau larya

Umiah di bidang pengelolaan ckoslstem di
wilayah laut, pesisir, dan pulau- pulau kecll
vang dipubli kasikan

a, Jdalam bentuk bulu vang diterbitian dan
diedarkan secam nasional

Bulku

Semua jenjang

b. |dalam majalah ilmiah yang diakoudl organisasi
profesi dan Instansl Pembina

Naskah

Sernua jenjang

N

IMenerjemahkan/ menyadur buku atau karya

Uminh di bidang pengelolaan ekesistem di
wilaynh laut, pesisir, dan pulau- pulau kecil
yvang tidale dipublleasilan:

#. Jdalam bentuk bula

Bula

Sermua jenjang

b, |dalam bentuk makalah

Naskah

Semua jenjang
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NO UNSUR SUB-UNSUR URAIAN KEGIATAN /TUGAS HASIL KERJA/ QUTRUT ANGEA KREDIT PELAKSANA KEGIATAN
1 a 3 4 5 6 7
[ JPenyusunan Standar/ Membuat buku standar/ pedoman / petunjuk Bulkaut 3,00 Semua jenjang
Pedoman /Petunjuk pelaksanaan /petunjuk tekonis di bidang per
Pelaksanaan /Petunjuk e kosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulay
Teknis di bidang pengelolaan | lecil,

ekosistemn di
peslsir, dan pu
kecil

vah laut,
pulau

Pengembangan Kompetens|
dl bidang pengelolaan
chosistern di wilayah laut,
pesisir, dan pulau-puliu
kecil

Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi

pelatihan fungsional

Sertifilat/ Lapomn

Sermuan jenjang

2 |seminar /lokakarya /lonferens / Sertifikat/ Lupomn Semua jenjang
simposium/studi banding lapangan

3 [pelatihan teknis/ magang di bidang tuges
Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistern Laut
dan Pesisir dan mempemleh Sertifika
a, JLamanya lebih darl 960 jam Sertifileat/ Lapomn 1500 Sermua Jenjang
b. JLamanya antara 641 - 960 jam Sertifilat/ Laporan 9,00 Semua Jenjang
¢, [Lamanya antara 481 - 640 jamn Sertilileat/ Laporan 6,00 Semua Jenjang
d. [Lamanya antara 161 - 450 jam Sertifikat/ Lapomn 3,00 Sermua Jenjang
¢ [Lamanya antara 81 - 160 jam Sertifilat/ Lapomn 2,00 Sermua Jenjang
[ JLamanya antara 30 - 80 jam Sertifilat/ Laporan 1,00 Sernua Jenjang
g |Lamanya kumng dari 30 jam Sertifilat/ Laporman 0,50 Semua Jenjang

4

as Jabatan Pungsional Pengelola Ekosistem
Pesisir dar wperoleh Sertifilant

a. |Lamanya kebih dari 960 jam Sertifilat/ Lapomn 7,50 Semua Jenjang
b. [Lamanya antara 641 - 960 jam Sertifikat/ Laporan 4,50 Semua Jenjang
¢ [Lamanya antara 481 - 640 jam Sertifilat/ Lapomn 3,00 Semua Jenjang
d. |Lamanya antara 161 - 480 jam Sertifilat/ Lapomn 1,5 Semua Jenjang
¢. Lamanya antara 81 - 160 jam Sertifilat/ Lapomn 1,00 Semua Jenjang
[, JLamanya antars 30 - 80 jam Sertifikat/ Laporan 0,50 Semua Jenjang
2 |Lamanya kumng dard 30 jamn Sertifikat/ Lapomn 0,25 Semua Jenjang
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NO UNSUR SUB-UNSUR URAIAN KEGIATAN /TUGAS HASIL KERJA/ QUTPUT ANGEA KREDIT PELAKSANA KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7
5 |maintain performance [pemeliharaan kinerja dan Sertifilat/ Lapomn 0,50 Sermua Jenjang
larget kinetja)
F |Kegiatan lain yang Melalatkan kegiatan yang mendukung Laporan 0,50 Sermua jenjang
mendukung pengembangan |pengembangan profesl yang ditetapkan oleh
profesi yang ditetapkan oleh |Instansi Pembina di bidang pengelolaan e kosistem
Instansi Pembina di bidang  |di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil
pengelolsan ckosistem di
wilayah laut, pesisir, dan
pulan- pulau kecil
II. |Penunjang A. |Pengajar /Pelatih/ Menguajar /melatih / me mbimbing vang berlaitan Sertilileat/ Laporan 040 Sermua jenjang
Keglatan Pembimbing di bidang dengan bidang pengeloluan ekosisten di wilayah
pengelolaan pengelolaan elosistem di laut, pesisir, dan pulau-pulan kecil,
chosistern i wilayah laut, pesisir, dan
wilayah laut, pulau- pulau kecil
pesisir, dan - — - o — ——T— - ~
yulsu-pulau B. |Keanggptaan dalam Tim Menjad| anggota Tim Penllad /Tim Ui Kompetenal Laporan 0,04 Semua jenjang
“Qu i Perilal /Tim Ujl Kompetensd
C. |Perdehan Penghargaan / 1. [Memperolke h penghargaan/tanda jasa Satya
tanda jasa Lancana Karya S
a, |30 (tiga puluh) tahun Plaggem 3,00 Semus jenjang
b, |20 ua puluh) tahun Plagnm 2/ Semua jenjang
< |10 jsepululy tahun Plagguan 1,00 Semua jenjang
2. |Penghagaan/tanda jasa atas prestasl kerjanya
a. [Tinglkat Internasjonal Sertifikat /Plagam A5% AK kenallean Semua jenjang
pangleat
b, |Tingkat Nasional Sertifileat / Plagam 25% AK kenalkan Semua jenjang
panghat
¢ [Tingkat Provins| Sertifilcat /Plagam AK kenallean Semua jenjang
panghkat
D, |Peraehan Gelar/ jjazah Memperokh gelar /ijazah lainnya yang tidak sesuai
dengan bidang tugas Jabatan Pungsional Pengelols
Ekosistern Laut dan Pesisir
4. |Sarfjana atau Diploma empat ljuzah 5,00 enjang
b, | Magister ljazanh 10,00 Sermua jenjang
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NO UNSUR SUB-UNSUR URAIAN KEGIATAN /TUGAS HASIL KERJA/ QUTRUT ANGEA KREDIT PELAKSANA KEGIATAN
1 2 3 K 5 O 7
< _Cc_aan Ijazah 15,00 Semua jenjang
5, [Pelaksanaan tugps lain yang [Melalaikan kegiatan yang mendukung pelalcsanaan Laporan 0,04 Semua jenjang

mendulcung pelalcsanaan
tugas Pengelola Ekosistem
Laut dan Pesisir

tugas Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir
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LAMPIRAN [Tl

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL

PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN /PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR DENGAN PENDIDIKAN SARJANA ATAU DIPLOMA EMPAT

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR

GAS JABAT. e —_— —
IHEAE AN AHLI PERTAMA AHLI MUDA AHLI MADY A AHLI UTAMA

Ilja /b /e I/d V/a IV/b V/ie V/d V/e
Melaksanakan pengelolaan ekosistem di wilayah laut, 50 50 100 100 150 150 150 200 200
pesisir, dan pulau kecil
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LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL

PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

TUGAS JABATAN

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR

AHLIPERTAMA | AHLIMUDA AHLI MADYA —_AHLI UTAMA
11/b /¢ 1/d IV/a IV/b IV/c 1V/d IV/e
_sn_.m_.Gmam_S: pengelolaan ekosistem di wilayah laut, 50 100 100 150 150 150 200 200
pesisir, dan pulau kecil
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LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL

PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

JENJANG JABATAN /GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR

TUGAS JABATAN
AHLI MU DA AHLI MADYA AHLI UTAMA
I/ ¢ 1/d IV/a IV/b IV/c V/d IV/e
Melaksanakan pengelolaan ekosistem di wilayah laut, 100 100 150 150 150 200 200
pesisir, dan pulau kecil
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